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BUPATI BONE
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BONE
NOMOR :;, TAHUN 2022

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN BONE TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang

Mengingat

BUPATI BONE,

bahwa dalam rangka penyusunan rencana kerja
dan anggaran Perangkat Daerah Kabupaten Bone
Tahun 2023 yang terencana, terarah, terpadu dan
berkesinambungan serta memberi pedoman
dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, maka
diperlukan Dokumen Rencana Pembangunan
Tahunan Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja
Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2023;

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang
Keuangan Negara (Lembar Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4286);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4421);



10.

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah
Pusatdan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesi
Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun
2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 657 3);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008
tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana
Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
nomor 6322);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun
2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan
Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara
Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah  Daerah, Dan Rencana Kerja
Pemerintah Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun
2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan
Keuangan Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun
2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran
2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun
2021 Nomor 1926});

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889
Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan
Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan
Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan
Keuangan Daerah;,

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun
2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana
Kerja Pemerintah daerah Tahun 2022 (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
590);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2
Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah
Kabupaten Bone 2012-2032 (Lembaran Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2013 Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9
Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan
Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008
tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2005-2025
(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016
Nomor 9);

Peraturan Daerah Kabuaten Bone Nomor 2 Tahun
2021 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor
3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023
(Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021
Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9
Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran
2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bone Tahun
2021 Nomor 9);

Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021
tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bone
Nomor 17 Tahun 2019 Rencana Strategis
Perangkat Daerah Kabupaten Bone Tahun 2018-
2023 (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2021
Nomor 41);

Peraturan Bupati Bone Nomor 107 Tahun 2021
tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Bone Tahun Anggaran
2022 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2021
Nomor 107);



20. Peraturan Bupati Bone Nomor .... Tahun 2022
tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2023 (Berita Daerah
Kabupaten Bone Tahun 2022 Nomor ....}.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATITENTANG RENCANA KERJA

PERANGKAT DAERAH KABUPATEN BONE TAHUN
2023.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1.
2.

Daerah adalah Kabupaten Bone.

Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara
Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan wilayah
pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
Bupati adalah Bupati Bone.

Dewan Perwakilan Rakyat daerah yang selanjutnya disingkat
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat Daerah yang
berkedudukan sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan
Daerah.

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya
disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang
melaksanakan tugas dan mengkoordinasikan penyusunan,
pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan
Daerah.

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses untuk
menentukan kebijakan masa depan, melalui urutan pilhan yang
melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan, guna
pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yvang ada dalam
jangka waktu tertentu di Daerah.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang
selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah vyang
selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan
daerah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik
sampai dengan berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk priode 5 {lima) tahun.




10. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya
disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya
disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk
periode 1 (satu) tahun.

11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat
Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan
Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu} tahun.

12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang
ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 2

Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 merupakan dokumen
perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan
untuk mencapai sasaran pembangunan selama 1 (satu) tahun,
dengan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, dan Hasil
Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu dan hasil evaluasi Renja
Perangkat Daerah tahunberjalan.

BAB I1
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3
Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan maksud:

a. Pedoman bagi Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja
dan Anggaran Perangkat Daerah Tahun 2023;

b. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Kebijakan
Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA} dan
Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023; dan

c. Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun Rancangan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun
Anggaran 2023,

BAB III
SISTEMATIKA PENULISAN

Pasal 4

{1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 disusun dengan sistematika
sebagai berikut:

Bab I : Pendahuluan;

Bab II : Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;

Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
Bab V  : Penutup.




Lampiran I
Lampiran II
Lampiran III
Lampiran IV

Lampiran V
Lampiran VI
Lampiran VII
Lampiran VIII
Lampiran IX
Lampiran X
Lampiran XI

Lampiran XII
Lampiran XIII
Lampiran XIV

Lampiran XV
Lampiran XVI
Lampiran XVII

Lampiran XVIII
LampiranXIX

Lampiran XX
Lampiran XXI

{2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana pada ayat {1) terdiri atas:

: Dinas Pendidikan

: Dinas Kesehatan

: BLUD RSUD Tenriawaru

: Dinas Bina Marga, Cipta Karya dan Tata

Ruang

: Dinas Sumber Daya Air dan Bina Konstruksi

: Satuan Polisi Pamong Praja

: Badan Penanggulangan Bencana Daerah

: Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan
: Dinas Sosial

: Dinas Ketenagakerjaan

: Dinas

Pemberdayaan
Perlindungan Anak

Perempuan dan

: Dinas Ketahanan Pangan
: Dinas Lingkungan Hidup
: Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan

Pertanahan

: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
: Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
: Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga

Berencana

: Dinas Perhubungan
: Dinas

Komunikasi, Informatika dan

Persandian

: Dinas Koperasi
: Dinas

Penanaman Modal
terpadu Satu Pintu

dan Pelayanan

Lampiran XXII : Dinas Kepemudaan dan Olahraga

Lampiran XXIII  : Dinas Kesatuan Bangsa dan Politik

Lampiran XXIV  : Dinas Kebudayaan

Lampiran XXV : Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Lampiran XXVI : Dinas Pariwisata

Lampiran XXVII : Dinas Pertanian, Tanaman Pangan,
Hortikultura dan Perkebunan

Lampiran XXVIII : Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan

Lampiran XXIX : Dinas Perindustrian

Lampiran XXX : Dinas Perdagangan

Lampiran XXXI : Dinas Perikanan

Lampiran XXXII : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Lampiran XXXIII : Badan Keuangan dan Aset Daerah

Lampiran XXXIV : Badan Pendapatan Daerah

Lampiran XXXV :Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia
Lampiran XXXVI : Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Lampiran XXXVII : Inspektorat Daerah
Lampiran XXXVIII : Sekretariat DPRD




Lampiran XXXIX
Lampiran XL
Lampiran XLI
Lampiran XLII
Lampiran XLIII
Lampiran XLIV
Lampiran XLV
Lampiran XLVI
Lampiran XLVII
Lampiran XLVIII
Lampiran XLIX
Lampiran L
Lampiran LI
Lampiran LII
Lampiran LIII
Lampiran LIV
Lampiran LV
Lampiran LVI
Lampiran LVII
Lampiran LVIII
Lampiran LIX
Lampiran LX
Lampiran LXI
Lampiran LXII
Lampiran LXIII
Lampiran LXIV

. Sekretariat Daerah

: Kecamatan Lamuru

: Kecamatan Dua Boccoe
: Kecamatan Sibulue

: Kecamatan Barebbo

: Kecamatan Cina

: Kecamatan Mare

: Kecamatan Awangpone

: Kecamatan Tellu Siattinge
: Kecamatan Cenrana

: Kecamatan Ajangale

: Kecamatan Amali

: Kecamatan Palakka

: Kecamatan Ulaweng

: Kecamatan Bengo

: Kecamatan Tellu Limpoe
: Kecamatan Lappariaja

: Kecamatan Patimpeng

: Kecamatan Ponre

: Kecamatan Libureng

: Kecamatan Bontocani

: Kecamatan Kahu

: Kecamatan Kajuara

: Kecamatan Tonra

: Kecamatan Salomekko

: Kecamatan Tanete Riattang

Lampiran LXV
Lampiran LXVI

. Kecamatan Tanete Riattang Barat
: Kecamatan Tanete Riattang Timur

Pasal 5

(1) Dalam rangka menyusun Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat
Daerah Tahun 2023, Perangkat Daerah menggunakan Renja
Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagai rujukan penyusunan
program dan kegiatan.

(2) Perangkat Daerah menggunakan Renja Perangkat Daerah Tahun
2023 dalam melakukan pembahasan Rencana Kerja dan
Anggaran Perangkat Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah.

Pasal 6

Bappeda menelaah kesesuaian antara Renja Perangkat Daerah
Tahun 2023 dengan RKPD Tahun 2023.

Pasal 7

Isi beserta uraian Renja Perangkat Daerah Tahun 2023 sebagaimana
tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.




BAB IV
PENUTUP

Pasal 8
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan

Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bone.

Ditetapkan di Watampone
pada tanggal 25 Juii 2002

Diundangkan di Watampone
pada tanggal 2 Juli 2022




KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT, atas Rahmat dan HidayahNya, Rencana Kerja
(RENJA) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM PTSP)
Kabupaten Bone Tahun 2023 dapat diselesaikan dan ditetapkan.

Dengan lahirnya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai
Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, diharapkan dapat meningkatkan minat
investor baik domestik maupun asing untuk menanamkan modalnya / berinvestasi sehingga
mampu meningkatkan perekonomian di Kabupaten Bone menjadi lebih baik.

Untuk mendukung pencapaian peningkatan minat investor diatas dapat diwujudkan
dengan pelaksanaan program kegiatan yang dituangkan dalam dokumen perencanaan lima
tahunan dalam hal ini Rencana Strategis yang diimplementasikan dengan Rencana Kerja
Tahunan dalam hal ini Renja Perangkat Daerah yang disusun sesuai dengan Peraturan
Perundang Undangan yang berlaku, rancangan Rencana Kerja yang disusun merupakan
acuan dalam pelaksanaan program kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

Kami menyadari bahwa rancangan Rencana Kerja ini masih banyak kekurangan untuk
itu diperlukan saran dan masukan untuk perbaikan pelaksanaan program kegiatan di masa
yang akan datang, dan kami berharap agar Rencana Kerja ini dapat dijadikan bermanfaat
dalam pelaksanaan Tugas dan Fungsi aparat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu.

Pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang
telah memberikan dukungan dan partisipasinya dengan harapan dalam pelaksanaan nanti
senantiasa diberikan kelancaran dan dapat diwujudkan serta memberikan dampak terhadap

peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Watampone, 25 Juli 2022

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bone

/

DE.HERMAN SAMPARA, Z—l— MH
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19620724 199003 1 00
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BAB |
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah
untuk periode satu (1) tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan
baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintahan Daerah maupun yang ditempuh
dengan mendorong partisipasi masyarakat. Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan
sebuah dokumen rencana resmi Daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program
dan kegiatan pelayanan Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan Daerah pada
umumnya. Rencana Kerja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental
dalam sistem perencanaan Daerah, karena Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan
produk perencanaan pada unit Organisasi Pemerintah terendah dan terkecil. Rencana Kerja
Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang
merupakan tujuan utama penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Kualitas penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada
kualitas pelayanan pada publik. Proses penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah
dimulai dengan persiapan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dengan
mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalis gambaran pelayanan
Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi
Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan
review hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Rencana
Strategis Perangkat Daerah yang didasarkan pada penalaahan rancangan awal RKPD.
Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan
usulan kegiatan masyarakat.

Prinsip-prinsip di dalam penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah,
adalah sebagai berikut: Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bone 2023 :

a. Berpedoman pada Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu dan mengacu pada rancangan awal RKPD;

b. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu didasarkan atas pertimbangan urutan urusan pelayanan
wajib/pilihan Pemerintahan Daerah yang memerlukan prioritas penanganan dan
mempertimbangkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah;

c. Penyusunan Renja Perangkat Daerah bukan kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan
merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta

merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD;



1.2.

d. Rumusan program/kegiatan di dalam Renja Perangkat Daerah didasarkan atas
pertimbangan urutan urusan pelayanan wajib/pilihan Pemerintahan Daerah yang
memerlukan prioritas penanganan dan mempertimbangkan pagu indikatif Perangkat
Daerah;

e. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur dan target capaian
kinerja,keluaran, biaya satuan per keluaran, total kebutuhan dana, baik untuk tahun n
dan tahun n+1.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat
Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja
Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan
dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJIMD, Renstra Perangkat Daerah dan
RKPD. Renja Perangkat Daerah merupakan masukan utama bagi penyusunan RKP,
Renstra Perangkat Daerah, dan RPJMD, bagi RKA Perangkat Daerah, KUA, PPAS, dan
RAPBD.

Program kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bone merupakan penjabaran dari program yang ada dalam Rencana Strategis
(Renstra). Program-program ini dilaksanakan dalam rangka mewujudkan atau mencapai
sasaran dan tujuan yang sudah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone. Tercapainya sasaran Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone beserta sasaran
satuan kerja lain, diharapkan mampu mewujudkan pencapaian sasaran Pemerintah
Kabupaten Bone. Sehingga tercapainya sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dan diharapkan mampu memberikan konstribusi

positif terhadap pencapaian sasaran bahkan tujuan Pemerintah Kabupaten Bone.

Landasan Hukum
Penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kab. Bone Tahun 2023 ini, didasarkan pada beberapa peraturan perundang-

undangan sebagai landasan hukum, yaitu sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat Il
Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan
Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82; Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140; Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan,
Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);

. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern

Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberap kali, terakhir dengan Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang perubahan Kedua atas Peraturan
Menteri Dalam Negeri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan
Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Menengah Daerah,
serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah , Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Darah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Kilasifikasi,
Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 050-5889 tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi
dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan
Pembangunan dan Keuangan Daerah;

Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Nomor 2
Tahun 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2022;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008-2028,
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sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 7
Tahun 2015;

Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 1 Tahun 2021 ;

Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 24 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja
Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022;

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bone Tahun 2005-2025;

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 08 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6
Tahun 2020;

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan
Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021;

Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Kab. Bone Tahun Anggaran 2021; (Lembaran Daerah Nomor 5);
Peraturan Daerah Kabupaten Bone Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah Tahun 2018 — 2023;

Peraturan Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi
Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2016 Nomor 13);
Peraturan Bupati Bone Nomor 56 Tahun 2017 tentang Standar Operasional Prosedur
Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone (Berita Daerah Kabupaten Bone Tahun 2017
Nomor 56);

Peraturan Bupati Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat
Daerah Kab. Bone Tahun 2018-2023 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Bone Nomor 41 Tahun 2021;

Peraturan Bupati Bone Nomor 60 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan
Belanja Daerah Kab. Bone Tahun Anggaran 2021;

Peraturan Bupati Bone Nomor 34 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah
Daerah Kabupaten Bone Tahun 2022;

Peraturan Bupati Bone Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati
Bone Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten
Bone Tahun 2018-2023.



1.3.

1.4.

Maksud dan Tujuan
Maksud penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kab. Bone adalah sebagai acuan dalam merencanakan dan

merumuskan rencana program dan kegiatan Penanaman Modal dan Pelayanan Perijinan

yang akan dilaksanakan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Bone.

Sedangkan tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone adalah sebagai berikut:

1. Mendiskripsikan kebijakan, arah, strategi sekaligus menformulasikan program dan
kegiatan pelayanan perijinan di Kabupaten Bone dalam kurun waktu satu tahun;

2. Menyediakan sebuah dokumen yang strategik dan Komprehensif yang menjamin
adanya konsistensi perumusan kondisi dan masalah daerah, perencanaan arah kebijakan,
pembuatan strategi hingga pemilihan program strategis di bidang pelayanan perijinan
yang sesuai dengan kebutuhan di Kabupaten Bone.

Sistematika Penyusunan

Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab.

Bone Tahun 2023 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB |1 PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan
Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu agar

substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik

1.1 Latar Belakang
Mengemukakan pengertian ringkas tentang Rencana Kerja Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu , keterkaitan antara Rencana Kerja
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan dokumen
RKPD, Renstra Perangkat Daerah, dengan Rencana Kerja K/L dan Rencana
Kerja Provinsi, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum
Memuat penjelasan tentang Undang Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan
Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK,
kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam
penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.3 Maksud dan Tujuan
Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Rencana
Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

1.4 Sistematika Penulisan



Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB Il HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN LALU
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Tahun lalu dan capaian Renstra Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana

Kerja Perangkat Daerah tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun

berjalan (tahun n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya

pada waktu penyusunan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan

pencapian target Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun — tahun

sebelumnya.

Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal

dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tahun lalu, dan realisasi Renstra Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mengacu pada hasil

laporan kinerja tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

Satu Pintu dan / atau realisasi APBD untuk perangkat daerah yang

bersangkutan.

Pokok — pokok materi yang disajikan dalam bab ini, antara lain :

1. Realisasi program/kegiatan yang tidak memenuhi target Kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;

2. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target Kinerja
hasil/keluaran yang direncanakan;

3. Realisasi program/kegiatan yang melebihi target kinerja hasil / keluaran
yang direncanakan;

4. Faktor — faktor penyebab tidak tercapainya, terpenuhinya atau melebihi
target kinerja program/kegiatan;

5. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra Dinas
Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan

6. Kebijakan / tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil
untuk mengatasi faktor — faktor penyebab tersebut.

2.2 Analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah
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Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah
berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM,
maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun
2008.

Jenis indikator yang dikaji, disesuaikan dengan tugas dan fungsi masing-
masing perangkat daerah, serta ketentuan peraturan perundang undangan
yang terkait dengan kinerja pelayanan.

Jika perangkat daerah yang bersangkutan belum mempunyai tolak ukur
dan indikator kinerja yang akan diuji, maka setiap perangkat daerah perlu
terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagiamana cara menentukan tolak ukur
Kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing masing sesuai tugas pokok
dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang
bersangkutan.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Penanaman

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berisikan uraian mengenai :

1. Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan hal kritis yang terkait dengan
pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu h;

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan
tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu ;

3. Dampaknya terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap
capaian program nasional/internasional, sperti NSPK,SPM dan SDGs
(suistanable Development Goals);

4. Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ; dan

5. Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis
untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas
tahun yang direncanakan.

Review terhadap rancangan awal RKPD

Berisikan uraian mengenai :

1. Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal
RKPD dengan analisis kebutuhan;

2. Penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan;

3. Penjelasan temuan — temuan setelah proses tersebut dan catatan penting

terhadap perbedaan dengan rancangan awal RKPD, misalnya : terdapat



2.5

rumusan program dan kegiatan baru yang tidak terdapat rancangan awal
RKPD, atau program dan kegiatan cocok namun besarannya berbeda.
Penelaahan usulan program dan Kegiatan Masyarakat
Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang
diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait
langsung dengan pelayanan, LSM, asosiasi asosiasi, perguruan tinggi maupun
dari kecamatan yang langsung ditujukan kepada perangkat daerah kabupaten
maupun berdasarkan hasil pengumpulan informasi perangkat daerah
kabupaten dasri penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan
musrenbang Kabupaten.
Deskripsi yang perlu disajikan dalam subbab ini, antara lain :
1. Penjelasan tentang proses bagaimana usulan program/kegiatan usulan
pemangku kepentingan;
2. Penjelasan kesesuaian usulan tersebut dikaitkan dengan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah.

Bab 111 TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1

3.2

3.3

Telaahan terhadap kebijakan nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional, yaitu penelaahan yang menyangkut

arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan

tugas pokok dan fungsi perangkat Daerah.

Tujuan dan sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting

penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan

sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

Program dan Kegiatan
Berisikan penjelasan mengenai :

a. Faktor faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan
program dan kegiatan.

b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan

c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan
rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif,
maupun kombinasi keduanya.

d. Tabel rencana program dan kegiatan.

Bab IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
BabV PENUTUP
Berisikan uraian penutup berupa :



. Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka
pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai
dengan kebutuhan.

Kaidah — kaidah pelaksanaan

Rencana tindak lanjut

Pada bagian lembar terakhir dicantumkan tempat dan tangga dkumen, nama
perangkat daerah beserta nama dan tanda tangan kepala Perangkat Daerah,
serta cap pemerintah daerah yang bersangkutan.
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HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN LALU

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Penanaman Modal dan PTSP Tahun lalu dan
Capaian Renstra Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Untuk Mengukur Tercapai tidaknya pelaksanaan kegiatan — kegiatan atau program
yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
Akuntabilitas ~ merupakan  suatu  bentuk  perwujudan  kewajiban  untuk
mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi
dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media
pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik.

Terkait dengan hal tersebut Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone ini menyajikan dasar pengukuran kinerja kegiatan
dan Pengukuran Kinerja Sasaran dari hasil apa yang telah diraih atau dilaksanakan oleh
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone selama
tahun 2021. Pengukuran kinerja kegiatan dan Pengukuran Kinerja Sasaran melalui
tahapan sebagai berikut :

A. Penetapan Indikator Kinerja
Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitatif dan kualitatif yang
menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator
Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (inputs), keluaran (outputs), hasil
(outcomes), manfaat (benefits) dan dampak (impacts). Indikator-indikator tersebut
dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya.
Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja
untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan.

B. Capaian Analisis Kinerja Pengukuran Kkinerja dilakukan dengan menggunakan
indikator kinerja kegiatan. Pengukuran ini dilakukan dengan memanfaatkan data
Kinerja.

Evaluasi Program Tahun 2021

Anggaran Tahun 2021 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Bone dengan APBD (murni) sebesar Rp 6.402.772.661,00- dan
APBD (perubahan) sebesar Rp 6.716.278.523,00,- terdiri dari 6 Program, 13 Kegiatan
dan 31 Sub Kegiatan dengan capaian kinerja fisik sebesar 94,67% dan capaian kinerja

keuangan sebesar 99,63%. Dengan rincian realisasi dapat dilihat pada tabel berikut :

10



Tabel 2.1.1
Realisasi Fisik dan Keuangan Program / Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Tahun 2021

NO

PROGRAM
/IKEGIATAN

ANGGARAN
(DPPA)

REALISASI

KEUANGAN (Rp)

KEUANGAN (Rp)

FISIK

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN
PEMERINTAHAN
DAERAH
KABUPATEN/KOTA

Rp

5.556.283.823

Rp 5.503.685.446

99%

100%

Perencanaan,
Penganggaran, dan
Evaluasi Kinerja
Perangkat Daerah

Rp

15.032.000

Rp 12.672.000

84%

100%

Penyusunan Dokumen
Perencanaan Perangkat
Daerah

Rp

15.032.000

Rp 12.672.000

84%

100%

Administrasi Keuangan
Perangkat Daerah

Rp

3.351.275.073

Rp 3.364.533.583

100%

100%

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

Rp

3.351.275.073

Rp 3.364.533.583

100%

100%

Administrasi
Kepegawaian Perangkat
Daerah

Rp

128.260.500

Rp 128.260.500

100%

100%

Pengadaan Pakaian Dinas
Beserta Atribut
Kelengkapannya

Rp

42.900.000

Rp 42.900.000

100%

100%

Pendidikan dan Pelatihan
Pegawai Berdasarkan
Tugas dan Fungsi

Rp

22.125.000

Rp 22.125.000

100%

100%

Sosialisasi Peraturan
Perundang Undangan

Rp

63.235.500

Rp 63.235.500

100%

100%

Administrasi Umum
Perangkat Daerah

906.176.250

850.199.437

94%

100%

Penyediaan Peralatan dan
Perlengkapan Kantor

Rp

113.152.100

Rp 112.927.100

100%

100%

Penyediaan Peralatan
Rumah Tangga

Rp

3.926.000

Rp 3.926.000

100%

100%

Penyediaan Bahan
Logistik Kantor

Rp

263.092.800

Rp 255.585.300

97%

100%

Penyediaan Barang
Cetakan dan
Penggandaan

Rp

33.321.350

Rp 33.321.350

100%

100%

11




NO

PROGRAM
/IKEGIATAN

ANGGARAN
(DPPA)

REALISASI

KEUANGAN (Rp)

KEUANGAN (Rp)

FISIK

10

Penyediaan Bahan
Bacaan dan Peraturan
Perundang-undangan

Rp

39.720.000

Rp 37.440.000

94%

100%

11

Penyelenggaraan Rapat
Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Rp

432.964.000

Rp 386.999.687

89%

100%

12

Dukungan Pelaksanaan
Sistem Pemerintahan
Berbasis Elektronik pada
SKPD

Rp

20.000.000

Rp 20.000.000

100%

100%

Pengadaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan
Pemerintah Daerah

Rp

100.600.000

Rp 100.600.000

100%

100%

13

Pengadaan Mebel

Rp

42.000.000

Rp 42.000.000

100%

100%

14

Pengadaan Peralatan dan
Mesin Lainnya

Rp

58.600.000

Rp 58.600.000

100%

100%

Vi

Penyediaan Jasa
Penunjang Urusan
Pemerintahan Daerah

Rp

726.730.000

Rp 724.969.073

100%

100%

15

Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber
Daya Air dan Listrik

Rp

144.840.000

Rp 144.679.618

100%

100%

16

Penyediaan Jasa
Pelayanan Umum Kantor

Rp

581.890.000

Rp 580.289.455

100%

100%

Vil

Pemeliharaan Barang
Milik Daerah Penunjang
Urusan Pemerintahan
Daerah

Rp

328.210.000

Rp 322.450.853

98%

100%

17

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya
Pemeliharaan, Pajak, dan
Perizinan Kendaraan
Dinas atau Kendaraan
Dinas Jabatan

Rp

134.480.000

Rp 134.430.853

100%

100%

18

Pemeliharaan Peralatan
dan Mesin Lainnya

Rp

43.820.000

Rp 43.820.000

100%

100%

19

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan
Bangunan Lainnya

Rp

149.910.000

Rp 144.200.000

96%

100%

PROGRAM
PELAYANAN
PENANAMAN MODAL

Rp

693.660.200

Rp 660.576.700

95%

100%
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NO

PROGRAM
/IKEGIATAN

ANGGARAN
(DPPA)

REALISASI

KEUANGAN (Rp)

KEUANGAN (Rp)

FISIK

VIII

Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan secara
Terpadu Satu Pintu
dibidang Penanaman
Modal yang menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

693.660.200

Rp 660.576.700

95%

100%

20

Penyediaan Pelayanan
Terpadu Perizinan dan
Nonperizinan berbasis
Sistem Pelayanan
Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara
Elektronik

Rp

424.720.000

Rp 406.420.000

96%

100%

21

Pemantauan Pemenuhan

Komitmen Perizinan dan
Nonperizinan Penanaman
Modal

Rp

183.471.200

Rp 182.282.700

99%

#REF!

22

Penyediaan Pelayanan
Konsultasi dan
Pengelolaan Pengaduan
Masyarakat terhadap
Pelayanan Terpadu
Perizinan dan
Nonperizinan

Rp

85.469.000

Rp 71.874.000

84%

100%

PROGRAM
PENGEMBANGAN
IKLIM PENANAMAN
MODAL

Rp

35.240.000

Rp 35.240.000

100%

100%

Penetapan Pemberian
Fasilitas/Insentif
Dibidang Penanaman
Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Rp

15.865.000

Rp 15.865.000

100%

100%

23

Penetapan Kebijakan
Daerah Mengenai
Pemberian
Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan Penanaman
Modal

Rp

15.865.000

Rp 15.865.000

100%

100%

Pembuatan Peta Potensi
Investasi Kabupaten/Kota

Rp

19.375.000

Rp 19.375.000

100%

100%

24

Penyusunan Rencana
Umum Penanaman Modal
Daerah Kabupaten/Kota

Rp

13.120.000

Rp 13.120.000

100%

100%
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NO

PROGRAM
/IKEGIATAN

ANGGARAN
(DPPA)

REALISASI

KEUANGAN (Rp)

KEUANGAN (Rp)

FISIK

25

Penyediaan Peta Potensi
dan Peluang Usaha
Kabupaten/Kota

Rp

6.255.000

Rp 6.255.000

100%

100%

PROGRAM PROMOSI
PENANAMAN MODAL

Rp

169.662.000

Rp 164.170.800

97%

117%

Xl

Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang
Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/ Kota

Rp

169.662.000

Rp 164.170.800

97%

100%

26

Penyusunan Strategi
Promosi Penanaman
Modal

Rp

19.720.000

Rp 15.720.000

80%

100%

27

Pelaksanaan Kegiatan
Promosi Penanaman
Modal Daerah
Kabupaten/Kota

Rp

149.942.000

Rp 148.450.800

99%

100%

PROGRAM
PENGENDALIAN
PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL

Rp

259.337.500

Rp 131.827.500

51%

100%

XIl

Pengendalian
Pelaksanaan Penanaman
Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Rp

259.337.500

Rp 131.827.500

51%

100%

28

Koordinasi dan
Sinkronisasi Pemantauan
Pelaksanaan Penanaman
Modal

Rp

45.600.000

Rp 14.400.000

32%

100%

29

Koordinasi dan
Sinkronisasi Pembinaan
Pelaksanaan Penanaman
Modal

Rp

122.537.500

Rp 113.827.500

93%

100%

30

Koordinasi dan
Sinkronisasi Pengawasan
Pelaksanaan Penanaman
Modal

Rp

91.200.000

Rp 3.600.000

4%

100%

PROGRAM
PENGELOLAAN DATA
DAN SISTEM
INFORMASI
PENANAMAN MODAL

Rp

2.095.000

Rp 2.095.000

100%

100%
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PROGRAM

NO /IKEGIATAN

ANGGARAN
(DPPA)

REALISASI

KEUANGAN (Rp)

KEUANGAN (Rp)

FISIK

Pengelolaan Data dan
Informasi Perizinan dan
Nonperizinan yang
Terintergrasi Pada
Tingkat Daerah
Kabupaten/Kota

X Rp 2.095.000 Rp 2.095.000 100% 100%

Pengolahan, Penyajian
dan Pemanfaatan Data
dan Informasi Perizinan
dan Nonperizinan
berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik

Perkiraan pencapaian Tahun Anggaran 2022

31 Rp 2.095.000 Rp 2.095.000 100% 100%

Sedangkan untuk Tahun berjalan yakni Anggaran Tahun 2022 dengan usulan sebesar Rp.
6.641.414.900,- terurai dalam 6 program, 13 kegiatan dan 31 sub kegiatan diharapkan
keberhasilan kinerja mencapai 100 %, baik realisasi keuangan maupun realisasi fisik.
Berdasarkan hasil yang diperoleh melalui penilaian kinerja terhadap program maupun kegiatan
yang telah dilaksanakan pada tahun 2021 serta perkiraan capaian program dan kegiatan tahun
2022, dalam menjalankan kegiatannya, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Bone masih menghadapi hambatan/kendala yang meliputi :

Sumber Daya Manusia (SDM)

Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone Sumber
Daya Manusia (SDM) sudah cukup memadai namun yang menjadi kendala adalah kurangnya
pegawai pelaksana sehingga tidak berimbang antara kegiatan yang dilaksanakan dengan jumlah

aparatur yang ada.

Sarana Kerja dan Perlengkapan

Untuk sarana kerja dan perlengkapan sudah sangat mendukung yang disesuaikan dengan
kebutuhan dalam pelaksanaan tugas dilingkungan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone namun masih ada beberapa sarana yang dibutuhkan untuk

pelaksanaan beberapa kegiatan.
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Anggaran

Dengan adanya refocusing anggaran menyebabkan beberapa kegiatan tidak dapat dilaksanakan.

Sistim Informasi dan Manajemen Perizinan Secara Elektronik (SIMPEL)

Pada tahun 2016, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone
bekerjasama dengan pihak ketiga telah membuat sebuah aplikasi Sistim Informasi dan
Manajemen Perizinan Secara Elektronik (SIMPEL) yang dapat memudahkan dalam proses
Pelayanan Perizinan. Permasalahan disini adalah kurang mampunya aparatur dalam
mengaplikasikan sistem tersebut.

Dari permasalahan yang ditemui dalam pelaksanaan tugas tersebut, ke depan akan dilakukan
perbaikan melalui peningkatan dan pengembangan aparatur di lingkungan Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone melalui pendidikan kader, fungsional

maupun teknis dan penambahan pegawai.
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Tabel 2.1.2

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra sampai dengan Tahun 2021

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone

PROGRAM PENUNJANG Presentase Capaian Realisasi
2.18.01 URUSAN PEMERINTAHAN Kegiatan Perangkat Daerah 100 100 100 100 100% 100%
DAERAH KABUPATEN/KOTA (persen)
Presentase Penyusunan
Perencanaan, Penganggaran, Dokumen Perencanaan,
2.18.01.2.01 dan Evaluasi Kinerja Perangkat Penganggaran dan Evaluasi 100 100 100 100% 100%
N 100
Daerah Kinerja Perangkat Daerah tepat
waktu (persen)
Jumlah Dokumen Perencanaan
2.18.01.2.01.01 | Penyusunan Dokumen yang disusun dan ditetapkan 7 3 6 100%
Perencanaan Perangkat Daerah 6 9
(dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Dokumen RKA yang
2.18.01.2.01.02 disusun dan ditetapkan 3 - 0%
Dokumen RKA-SKPD (dokumen) - - -
S Jumlah Dokumen RKA
2.18.01.2.01.03 ﬁg?&g?ﬁ:{: c;a;;_’gr&y;;unan perubahan yang disusun dan 3 . ) - 0% | _
ditetapkan (dokumen)
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Koordinasi dan Penyusunan

Jumlah Dokumen DPA yang

2.18.01.2.02.01

Penyediaan Gaji dan
Tunjangan ASN

PMPRB

Jumlah Laporan Realisasi
Pembayaran Gaiji dan tunjangan
bagi ASN (laporan)

42

14

14

14

100%

2.18.01.2.01.04 disusun dan ditetapkan 3 - 0%
DPA-SKPD (dokumen) - -
i Jumlah Dokumen DPA
2.18.01.2.01.05 gg?&ggﬁ:{; (gg AF_’gr}?gJSunan Perubahan yang disusun dan 3 ) - 0% | _
ditetapkan (dokumen)
Koordinasi dan Penyusunan Jumlah Laporan Capaian Kinerja
2.18.01.2.01.06 | Laporan Capaian Kinerja dan dan Ikhtisar Realsasi Kinerja 9 4 4 100% 4
Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD SKPD (dokumen)
Jumlah Dokumen Evaluasi
218.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Kinerja Perangkat Daerah yang 12 ) 0%
Daerah tersusun dan dilaporkan - -
(dokumen)
Jumlah Dokumen Verifikasi 3 ) 0%

28
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2.18.01.2.02.05

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan Akhir Tahun
SKPD

Jumlah Laporan Keuangan Akhir
Tahun

2.18.01.2.02.07

Koordinasi dan Penyusunan
Laporan Keuangan
Bulanan/Triwulanan/Semesteran
SKPD

Pengadaan Pakaian Dinas

Jumlah Laporan Keuangan
Semesteran

Jumlah laporan pengadaan

100%

100%

(laporan)

0,
218.01.2.05.02 Beserta Atribut Kelengkapannya | pakaian dinas 73 3 100% 74
Pendidikan dan Pelatihan -
: Jumlah Laporan Pendidikan dan
2.18.01.2.05.09 | Pegawai Berdasarkan Tugas - L 1 50%
dan Fungsi Pelatihan yang diikuti (laporan) 2 2
Jumlah laporan kegiatan
Sosialisasi Peraturan sosialisasi Peraturan perundang o
2.18.01.2.05.10 Perundang Undangan undangan yang dilaksanakan 6 1 1% 2




2.18.01.2.05.11

Bimbingan Teknis
Implementasi Peraturan

Jumlah Laporan kegiatan
Bimbingan Tekhnis yang diikuti

12

100%

Perundang-undangan (laporan) 12 12
- . Presentase Pemenuhan
Administrasi Umum o b %
2.18.01.2.06 Perangkat Daerah Administrasi Umum Kantor 100 100 100 100 100% 200
(persen)
Penyediaan Peralatan dan Jumlah laporan penyediaan
2.18.01.2.06.02 perlatan dan perlengkapan kantor 36 12 - 0%
Perlengkapan Kantor - 12
(laporan)
. Jumlah Laporan Penyediaan
2.18.01.2.06.03 | . Fenyediaan Peralatan Rumah | oo o000 Rumah Tangga 12 4 ; 0%
Tangga - 4
(laporan)
Penyediaan Bahan Logistik Jumlah laporan penyediaan ) o
2.18.01.2.06.04 Kantor Bahan Logistik Kantor (laporan) 36 12 - 0% 12
Penyediaan Barang Cetakan Jumiah laporan penyediaan
2.18.01.2.06.05 | .- Pangoandaan Barang Cetakan dan 36 12 ) - 0% | 15
99 Penggandaan (laporan)
Penyediaan Bahan Bacaan
Jumlah laporan pembayaran
2.18.01.2.06.06 | dan Peraturan Perundang- Media Bahan Bacaan 36 12 13 13 100% o5
undangan
Jumlah Laporan pembayaran
Media yang Menayangkan Iklan 36 12 2 2 100% 14
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Penyelenggaraan Rapat

Jumlah Laporan Perjalanan

Elektronik pada SKPD

elektronik (laporan)

i 1 i 0,
2.18.01.2.06.09 | Koordinasi dan Konsultasi Dinas (laporan) 511 82 75 75 100% 157
SKPD
Dukungan Pelaksanaan Jumlah laporan pemelihraan
2.18.01.2.06.11 | Sistem Pemerintahan Berbasis Sistem Pemerintahan berbasis 3 1 1 1 100% 2

Pengadaan Kendaraan

Jumlah Laporan Pengadaan
Kendaraan Perorangan Dinas

(laporan)

2.18.01.2.07.01 Egggrna%ingélisﬁtszt an atau Kendaraan Dinas Jabatan 2 L 4 ) 0% 1
(laporan)

2.18.01.2.07.02 O;?;g%‘:}i?’;’;ﬁ"fg:ﬁga?”as :%E%Z?EEEE%EE%}}?SM 4 1| - 0% | ,

2.18.01.2.07.05 | Pengadaan Mebel ﬁ‘gggu"ra(‘l’g’;i?aif”gadaa" 3 20 5 25% |

218.01.207.06 | |, ;?:?_2?:?;:“““” dan ‘éﬂ%ﬁfﬁiﬁa&eZﬁ]”EZﬂfi}Z 3 5 15 100% | .
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Penyediaan Jasa Komunikasi,

Jumlah Rekening Telepon/WiFi

0,
218.01.2.08.02 Sumber Daya Air dan Listrik dan TV Kabel (rekening) 72 24 36 36 100% 60
Penyediaan Jasa Pelayanan Jumlah Laporan Pembayaran
0,
2.18.01.2.08.04 Umum Kantor Jasa Pelayanan Umum Kantor 9 3 47 47 100% 50

(laporan)

Penyediaan Jasa
Pemeliharaan, Biaya

Jumlah Laporan Pemeliharaan

2.18.01.2.09.01 | Pemeliharaan, Pajak, dan - 36 12 17 100%
Perizinan Kendaraan Dinas atau dan Pajak Kendaraan (laporan) o 29
Kendaraan Dinas Jabatan
Pemeliharaan Peralatan dan Jumlah Laporan Pemeliharaan o
218.01.2.09.06 Mesin Lainnya Peralatan dan Mesin (laporan) 36 12 20 20 100% 32
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2.18.01.2.09.09

Pemeliharaan/Rehabilitasi
Gedung Kantor dan Bangunan

Jumlah Laporan Pemeliharaan /
Rehabilitasi Gedung Kantor dan

100%

2.18.04.2.01.01

Penyediaan Pelayanan
Terpadu Perizinan dan
Nonperizinan berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik

(persen)

Jumlah laporan Izin yang telah
dikaji, diteliti dan ditinjau
(laporan)

5400

1.259

1.600

3.385

212%

Lainnya bangunan lainnya (laporan) ! 2
Pemeliharaan/Rehabilitasi gauerﬁzar;lilg:gosr:;s:?::haraan !
- 0,
2.18.01.2.09.10 | Sarana dan Prasarana Gedung prasarana Gedung Kantor dan 1 ) 0% | _
Kantor dan Bangunan Lainnya )
bangunan lainnya (laporan)
Presentase Ketepatan waktu
1an PROGRAM PELAYANAN PN . "
2:18:04 PENANAMAN MODAL penerbitan izin sesuai SOP 255 85 ) - 0% 85

4.644
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Jumlah Dokumen Standar

0%

terhadap Pelayanan Terpadu
Perizinan dan Nonperizinan

Penanaman Modal

; 1 1
Pelayanan yang disusun
(dokumen)
Jumlah laporan izin terbit yang o
diarsipkan (laporan) 23200 4.944 7.200 6.458 90% 11.402
Egmﬁm:ﬁfeﬁ;r::: lég?]n Jumlah dokumen hasil Monev
2.18.04.2.01.02 . penyeleggaraan perizinan 3 1 - 0%
Nonperizinan Penanaman 1 1
Modal (dokumen)
Jumlah Dokumen Hasil
Pengawasan Perizinan 3 2 100% 4
(dokumen)
Jumlah Dokumen hasil Survey 3 1 0%
Kepuasan Masyarakat (dokumen) 1 ° 11
Penyediaan Pelayanan
Konsultasi dan Pengelolaan Jumlah Laporan Konsultasi
2.18.04.2.01.03 | Pengaduan Masyarakat Perizinan dan Non Perizinan 17 4 1 100% 5




2.18.02.2.01.01

PROGRAM PENGEMBANGAN
IKLIM PENANAMAN MODAL

Penetapan Kebijakan Daerah
Mengenai Pemberian
Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal

Presentase Capaian Nilai
Realisasi Investasi Penanaman
Modal (persen)

Jumlah Dokumen PERDA /
Regulasi Pemberian
Fasilitas/Insentif Penanaman
Modal yang menjadi kewenangan
daerah (dokumen)

54

100%

Jumlah Standar Operasional
Prosedur pelaksanaan pemberian
fasilitas/insentif penanaman
modal

100

100%

2.18.02.2.01.02

Evaluasi Pelaksanaan
Pemberian Fasilitas/Insentif dan
Kemudahan Penanaman Modal

Jumlah Laporan hasil Evaluasi
pelaksananaan Pemberian /
Insentif penanaman modal
(dokumen)

100%
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Penyusunan Rencana Umum

Jumlah Dokumen Hasil Kajian

(persen)

2.18.02.2.02.01 | Penanaman Modal Daerah dan Evaluasi Pelaksanaan RUPM 100 1 100% 5
Kabupaten/Kota (dokumen)
Penyediaan Peta Potensi dan Jumlah Dokumen Data Peluang o
218.02.2.02.02 Peluang Usaha Kabupaten/Kota | Investasi (dokumen) 3 L 100% 2
Presentase Peningkatan Jumlah
o PROGRAM PROMOSI o
2:18:03 PENANAMAN MODAL Investor Penanaman Modal 3 117 0% 17

Penyusunan Strategi Promosi

Jumlah Seminar bisnis, forum,

Kabupaten/Kota

0,
218.03.2.01.01 Penanaman Modal one on one meeting 450 ! 50% 2
Jumlah Kegiatan Penerimaan 9 ; 0%
misi Penanaman Modal o -
Pelaksanaan Kegiatan Promosi )
Jumlah laporan Kegiatan o
2.18.03.2.01.02 | Penanaman Modal Daerah Pameran yang diikuti (laporan) 12 1 25% 2
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PROGRAM PENGENDALIAN Presentase Perusahaan yang

2:18:05 PELAKSANAAN PENANAMAN | taat terhadap ketentuan 150 10 0% 10
MODAL penanaman modal (persen)
Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal yang Jumlah Laporan Realisasi o

2L BRI Menjadi Kewenangan Daerah Penanaman Modal (persen) 2 £ - - o 10
Kabupaten/Kota
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumiah laporan Perusahaan yang

2.18.05.2.01.01 | Pemantauan Pelaksanaan : 180 50 100%
Penanaman Modal dipantau (laporan) 50 50 100
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah laporan kegiatan

2.18.05.2.01.02 | Pembinaan Pelaksanaan pembinaan pelaksanaan 110 22 ) ) 0% 22
Penanaman Modal Penanaman Modal (laporan)
Koordinasi dan Sinkronisasi Jumlah Laporan Perusahaan

2.18.05.2.01.03 | Pengawasan Pelaksanaan - B 45 10 0%
= engn aman Modal yang diawasi (laporan) - - ° 110
gi?fgﬁm SPEI}II_S'\EALOLAAN Presentase ketersediaan Data

2:18:06 INFORMASI PENANAMAN dan. Ipformag perizinan dan Non 255 70 ) ) 0% 70
MODAL Perizinani (persen)
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2.18.06.2.01.01

Pengolahan, Penyajian dan
Pemanfaatan Data dan
Informasi Perizinan dan
Nonperizinan berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik

Jumlah Sistem Informasi
Perizinan dan non perizinan
berbasis sistem pelayanan
Perizinan Berusaha Terintegrasi
secara elektronik yang
dikelola/dikembangkan/dibangun

100%
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2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu merupakan penggabungan
antara penyelenggara PTSP yakni Badan Pelayanan Perizinan Terpadu (BP2T) dengan Kantor
Promosi Penanaman Modal (KPPM). Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Bone dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bone
Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, serta Peraturan
Bupati Bone Nomor 78 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi tugas dan fungsi
serta tata kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone dalam hal
melaksanakan pelayanannya senantiasa berpedoman pada Standar Pelayanan dan Standar
Operasional Prosedur, dengan tujuan adalah untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas
dan kinerja pelayanan sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan selaras dengan kemampuan
penyelenggara sehingga mendapatkan kepercayaan masyarakat, serta sebagai panduan bagi
seluruh aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangannya. Izin
yang dikelola oleh Kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kabupaten Bone sejak terbitnya Peraturan Bupati Bone Nomor 42 Tahun 2015 tentang
penyederhaaan perizinan dan non perizinan di Kabupaten Bone adalah sebanyak 17 izin + 1 izin
Penanaman Modal.

Proses pelayanan perizinan dapat dilakukan secara pararel/simultan dengan adanya Tim
Teknis yang telah dibentuk untuk menyelenggarakan perizinan yang terkoordinasi, terarah, dan
tepat sasaran. Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu
(DPMPTSP) terdiri dari Unsur SKPD Teknis terkait perizinan dan juga Unsur DPMPSTSP yang
bertugas antara lain :

1. Memberikan kajian teknis terhadap pemrosesan perizinan;
2. Memberikan rekomendasi disetujui / ditolak untuk diterbitkan izin.
3. Melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan perizinan.

Sejak Tahun 2016 proses pelayanan perizinan pada kantor Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu telah menggunakan aplikasi on line melalui website www.
bp2t_bone.id dan ditahun 2017 berubah nama menjadi www. dpmptsp.bone.go.id dan sms
gateway dimana dalam aplikasi ini masyarakat dapat mengakses informasi tentang kegiatan
kantor Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, perdaftaran izin secara
online, perhitungan retribusi IMB, tracking dokumen serta masyarakat dapat mendownload
permohonan izin.

Dengan demikian, untuk mengetahui kinerja pelayanan Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone didasarkan pada review pencapaian sasaran
strategis Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Kabupaten Bone Tahun 2018 — 2023.
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Predikat
Evaluasi SAKIP
Oleh APIP

Tabel 2.1.3
Analisis Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Penanaan Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu

BB

BB

BB

Indeks
Kepuasan
Masyarakat

Presentase
Peningkatan
Investasi
(persen)

15

18

21

57%

18

21

Nilai PMA/PMDN
(Milyar)

300

350

400

278.269.682.501

350

400

PERDA mengenai
pemberian fasilitas/
intensif
penanaman modal
yang menjadi
kewenangan
daerah
kabupaten/kota

Standar
operasional
prosedur
pelaksanaan
pemberian fasilitas
insentif
penanaman modal

Laporan evaluasi
pelaksanaan
pemberian
fasilitas/insentif
penanaman modal

Kegiatan seminar
bisnis, forum, one
on one meeting

Kegiatan pameran
penanaman modal

Kegiatan
penerimaan misi
penanaman modal

Konsultasi
perizinan dan non
perizinan
penanaman modal

Penerbitan
perizinan dan non
perizinan
penanaman modal

7500

7700

8000

4944

7700

8000
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Laporan realisasi
penanaman modal 278.269.682.501

300M | 350M | 400M 350M | 400M

Pembinaan
aparatur

penanaman 25 35 50 25 35 50
modal tingkat
kabupaten/kota

Pembinaan
penanaman modal 12
PMA dan PMDN

Tersedianya data
dan informasi
perizinan dan 3
non peizinan
kabupaten/kota

2.3

Isu — Isu penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

a.

Isu Internal

1

. Tugas Pokok dan Fungsi
Inovasi-inovasi dibidang Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal dengan
melibatkan masyarakat/fasilitasi untuk mengantisipasi perubahan dan dinamika yang
terjadi, dan tugas-tugas lain yg diberikan pimpinan, serta tuntutan masyarakat;
Koordinasi internal dan eksternal sebagai bahan evaluasi;
Monitoring dan evaluasi pelaksanaan Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal
untuk pencapaian terhadap Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Bone;
Memanfaatkan kontrol masyarakat untuk meningkatkan Kualitas Pelayanan
Perizinan dan Penanaman Modal;

. Sumber Daya Aparatur
Mengikuti pendidikan lanjutan, kursus, pelatihan untuk meningkatkan proses dan
hasil kegiatan;
Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk meningkatkan
profesionalisme aparatur.
Kriteria kelayakan SDM sesuai dengan Tupoksi dan kebutuhan untuk seleksi
rekruitmen aparatur yang sesuai dengan latar belakang profesionalisme.

. Sarana dan Prasarana
Mengembangkan Tl dan GIS serta perangkat keras dan kelengkapannya dalam
mendukung manajemen pengelolaan pelayanan yang lebih baik dalam menunjang
peningkatan Iklim Investasi.

Pemanfaatan sarana dan prasarana sesuai dengan tuntutan tugas.
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- Daftar kebutuhan dan pemeliharaan untuk melakukan pengadaan secara bertahap dan
optimasi pemeliharaan.

- Pemeliharaan Sistim Informasi dan Manajemen Perizinan Secara Elektronik
(SIMPEL) dengan melakukan pelatihan dan pembinaan bagi aparatur yang bertindak
sebagai admin maupun operator agar terdapat ketepatan, kesesuaian dan
keseragaman dalam pengisian dan penyusunan dengan peraturan yang ada dan
berlaku.

4. Keterbatasan Kemampuan Anggaran Pemerintah Daerah
Keterbatasan pada kemampuan anggaran tersebut tidak saja dialami oleh pemerintah
pusat namun juga dialami oleh pemerintah daerah Kabupaten Bone. Salah satu
konsekuensi menjadi daerah otonom harus mampu membiayai seluruh kebutuhan
daerah, sehingga Kabupaten Bone menerapkan skala prioritas untuk berbagai
kebutuhan program dan kegiatan. Sehingga tidak semua program dan kegiatan yang
disusun dapat disetujui penganggarannya. Diperlukan kreativitas dan inovasi dalam
menyikapi Kketerbatasan anggaran sehingga dapat menampung semua aspirasi dan
program yang ada.
b. Isu Eksternal
1). Globalisasi
Seiring kemajuan jaman, pemerintah daerah dituntut untuk selalu
mengembangkan ilmu pengetahuan dengan cara mengikuti perkembangan teknologi
agar para aparatur berdaya saing tinggi dan memiliki kemampuan yang sejajar agar
daerah dapat berkembang dengan pesat. Kemajuan teknologi di bidang teknologi,
transportasi, telekomunikasi, dan informasi telah menciptakan dunia tanpa batas,
memudahkan terjadinya mobilitas manusia antar daerah maupun pertukaran informasi
melalui dunia maya (virtual).

2). Peraturan Perundang-Undangan

Gerakan reformasi nasional telah mendorong dilaksanakannya berbagai
perubahan-perubahan penting dalam praktek penyelenggaraan good governance
dengan menerapkan prinsip partisipasi masyarakat, transparansi, dan akuntabilitas.
Dibutuhkan komitmen dari semua pihak, pemerintah, dan masyarakat serta
pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata
supaya penyelenggaraan good governance dan pembangunan dapat berlangsung secara
berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari KKN.

Permasalahan

Beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone adalah sebagai berikut :

+ Belum Tersedianya Data Base Investasi dan Regulasi Insentif Penanaman Modal,
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+ Ketepatan Jangka Waktu Penerbitan dokumen perizinan dan non perizinan belum
sesuai SOP.

¢+ Masih terbatasnya dukungan sarana dan prasarana untuk menunjang kegiatan
Pelayanan Perizinan dan Penanaman modal;

+ Masih kurangnya dukungan kebijakan maupun regulasi terhadap kegiatan promosi
guna mendorong peningkatan iklim investasi di Kabupaten Bone;

+ Masih rendahnya kegiatan pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan
pengembangan Investasi dan Penanaman Modal,

+ Belum terwujudnya kerjasama yang sinergis antar Satuan Kerja Perangkat Daerah,
dunia usaha maupun stakeholder terkait lainnya dalam pengembangan investasi dan
penanaman modal;

+ Secara kuantitas maupun kualitas kerjasama dalam pengembangan investasi dan
penanaman modal masih belum sesuai harapan;

+ Terbatasnya kuantitas dan kompetensi Sumber Daya Manusia untuk Peningkatan
Pelayanan Perizinan dan Penanaman Modal;

+ Masih rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya kepemilikan surat izin
baik berupa surat Izin Mendirikan Bangunan maupun surat surat izin lainnya yang
wajib dimiliki;

+ Masih adanya masyarakat yang memakai jasa calo untuk penerbitan surat izin
khususnya Izin Mendirikan Bangunan;

Dampak

Belum adanya regulasi Insentif Penanaman Modal sangat berpengaruh terhadap
peningkatan Ikim Investasi sehingga target yang dicanangkan Kepala Daerah pasti
akan membias dan pada akhirnya akan mempengaruhi kepada hasil-hasil
pembangunan yang diinginkan sejak awal oleh Kepala Daerah didalam visi dan misi
Kepala Daerah. Sehingga koordinasi dengan pihak terkait harus selalu dijalankan dan
dikomunikasikan secara intensif dengan Kepala Daerah selaku pengambil kebijakan
juga Perangkat Daerah baik vertikal maupun horizontal. Organisasi Perangkat Daerah
dalam hal ini juga mengikuti apa yang tertuang didalam dokumen perencanaan yang
telah dikeluarkan sebagai produk dari Bappeda sebagai institusi perencana.

Tantangan dan Peluang

Tantangan

1. Kebutuhan akan pelayanan yang lebih cepat, lebih baik dan transparan sebagai

perwujudan good governance.

2. Belum adanya Data peta investasi dan perizinan yang akurat.

Peluang

1. Pelimpahan kewenangan penandatanganan perizinan;
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2. Terbukanya kerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan kualitas pelayanan
perizinan;

3. Adanya Sistem Informasi Manajemen Perizinan Secara Elektronik (SIMPEL);

4. Penyelenggaraan perizinan Satu Pintu;

5. Potensi wilayah yang memadai untuk mendatangkan investor;

Berdasarkan permasalahan diatas, terdapat isu-isu strategis yang harus dihadapi
oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan harus segera
ditindaklanjuti yaitu ;

1. Data potensi investasi yang tidak lengkap.

2. Perlu diadakan pelatihan — pelatihan bagi tenaga teknis / bidang pelayanan publik
secara terprogram / terencana.

3. Perlunya fungsi pengawasan langsung yang lebih baik terhadap pelaksanaan
kegiatan pelayanan kepada masyarakat

4. Perlunya sosialisasi secara terpadu untuk menanamkan kesadaran bagi masyarakat
tentang aturan / prosedur yang berlaku

5. Perlu ditingkatkannya sarana prasarana terutama yang mendukung pelaksanaan
kegiatan pelayanan perijinan kepada masyarakat serta pelaksanaan kegiatan
kedinasan secara umum

6. Area Gedung/Kantor harus luas, nyaman dan aman

7. Di tambahnya staf bagi tenaga teknis / bidang pelayanan publik secara terprogram

/ terencana.

Dalam menyikapi isu isu diatas, Dinas Penanaman Modal dan pelayanan
Terpadu Satu Pintu menempuh beberapa hal diantaranya yaitu melaksanakan pelatihan
bagi aparatur dalam hal penggunaan aplikasi perizinan, melaksanakan sosialisasi
peraturan perundang undangan tentang perizinan dan penanaman modal serta
pembuatan RUPM dan Video Profil Potensi invetasi Kabupaten Bone serta

keikutsertaan dalam kegiatan Promosi investasi dalam hal ini pameran.
2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap rancangan awal RKPD tahun 2020 terhadap hasil analisis kebutuhan dapat
dilihat pada tabel berikut ini:
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2 4 5 6 7 9 10 11 12
Cakupan Ketersediaan Cakupan Ketersediaan
Program Pelayanan o . Program Pelayanan o .
o ) Pelayanan Administrasi o . Pelayanan Administrasi
Administrasi Perkantoran 100 Administrasi Perkantoran 100
Perkantoran Perkantoran
Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rek telepon, TV Penyediaan Jasa Komunikasi, Jumlah Rek telepon, TV
. o . 36 132.792.000 . o . 36 132.792.000
Sumber Daya Air dan listrik Kabel (Rekening) Sumber Daya Air dan listrik Kabel (Rekening)
Jumlah Tenaga/Aparat Jumlah Tenaga/Aparat
Penyediaan Jasa Administrasi Pengelola Keuangan Penyediaan Jasa Administrasi Pengelola Keuangan yang
. 47 37.897.200 . 47 37.897.200
Keuangan yang mendapat jasa adm Keuangan mendapat jasa adm
keuangan (orang) keuangan (orang)
Jumlah jenis alat Jumlah jenis alat
kebersihan yang tersedia 20 9.023.300 kebersihan yang tersedia 20 9.023.300
) . (Jenis) (Jenis)
Penyediaan Jasa Kebersihan
Jumlah Tenaga )
Kantor ) ) . Jumlah Tenaga Kebrsihan
Kebrsihan yang Penyediaan Jasa Kebersihan
1 6.600.000 yang mendapat 1 6.600.000
mendapat Jasa/l[lUpah Kantor .
) Jasa/l[lUpah Kerja (Orang)
Kerja (Orang)
Jumlah media bahan Jumlah media bahan
_ bacaan yang tersedia 13 14.630.000 bacaan yang tersedia 13 14.630.000
Penyediaan Bahan Bacaan o o
(jenis) (jenis)
Dan Peraturan Perundang- . )
Jumlah media yang Penyediaan Bahan Bacaan .
undangan ] Jumlah media yang
menayangkan iklan 2 26.400.000 | Dan Peraturan Perundang- ) ) 2 26.400.000
) menayangkan iklan (Jenis)
(Jenis) undangan
o Jumlah kegiatan yang o Jumlah kegiatan yang
Rapat-rapat Koordinasi Dan L Rapat-rapat Koordinasi Dan L
) diikuti dalam rangka ) diikuti dalam rangka
Konsultasi Dalam Daerah 75 325.000.000 | Konsultasi Dalam Daerah Dan 75 325.000.000

Dan Luar Daerah

koordinasi dan konsultasi
(kali)

Luar Daerah

koordinasi dan konsultasi
(kali)
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2 4 5 6 7 9 10 11 12
o ) Jumlah Jenis pendukung N ) Jumlah Jenis pendukung
Pelaksanaan Administrasi . . Pelaksanaan Administrasi o .
Pelaksanaan Administrasi 3 271.113.040 Pelaksanaan Administrasi 3 271.113.040
Perkantoran o Perkantoran o
(jenis) (jenis)
) Cakupan Realisasi Cakupan Realisasi
Program Peningkatan . . .
Peningkatan Sarana Program Peningkatan Sarana Peningkatan Sarana dan
Sarana dan Prasarana 100 100
dan Prasarana Aparatur dan Prasarana Aparatur Prasarana Aparatur
Aparatur
(persen) (persen)
2 Kendaraan 2 Kendaraan
Jumlah Pengadaan Jumlah Pengadaan
Pengadaan Kendaraan _ Roda 4, 2 Pengadaan Kendaraan ) Roda 4, 2
) ) Kendaraan Dinas 650.000.000 . ) Kendaraan Dinas 650.000.000
Dinas/Operasional ) . Kendaraan Dinas/Operasional ) ) Kendaraan
/Operasional (unit) /Operasional (unit)
Roda 2 Roda 2
Jumlah pengadaan Jumlah pengadaan
Pengadaan Perlengkapan Pengadaan Perlengkapan
Perlengkapan Gedung 3 15.000.000 Perlengkapan Gedung 3 15.000.000
Gedung Kantor ) Gedung Kantor )
Kantor (Unit) Kantor (Unit)
Pengadaan Peralatan Jumlah pengadaan Pengadaan Peralatan Gedung Jumlah pengadaan
15 150.000.000 15 150.000.000
Gedung Kantor Peralatan Gedung Kantor Kantor Peralatan Gedung Kantor
Jumlah Pengadan Jumlah Pengadan
Pengadaan Mebeleur . 20 150.000.000 | Pengadaan Mebeleur ) 20 150.000.000
Mebeleur (unit) Mebeleur (unit)
Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung Kantor Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Gedung Kantor
1 100.000.000 1 100.000.000
Gedung Kantor diperbaiki (unit) Gedung Kantor diperbaiki (unit)
. . Jumlah Kendaraan Dinas . . Jumlah Kendaraan Dinas
Pemeliharaan Rutin/Berkala o Pemeliharaan Rutin/Berkala o .
) ) yang dipelihara secara 17 127.897.000 ) . yang dipelihara secara rutin 17 127.897.000
Kendaraan Dinas/Operasional . . Kendaraan Dinas/Operasional .
rutin (unit) (unit)
. . Jumlah perlengkapan . . Jumlah perlengkapan
Pemeliharaan Rutin/Berkala Pemeliharaan Rutin/Berkala
Gedung Kantor yang 40 47.355.000 Gedung Kantor yang 40 47.355.000

Perlengkapan Gedung Kantor

dipelihara secara rutin

Perlengkapan Gedung Kantor

dipelihara secara rutin (unit)
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(unit)

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Jumlah peralatan Gedung

Pemeliharaan Rutin/Berkala

Jumlah peralatan Gedung

Kantor yang dipelihara 77 47.355.000 Kantor yang dipelihara 77 47.355.000
Peralatan Gedung Kantor . . Peralatan Gedung Kantor . .
secara rutin (unit) secara rutin (unit)
) ) Jumlah Mebeleur yang ) )
Pemeliharaan Rutin/Berkala o . Pemeliharaan Rutin/Berkala Jumlah Mebeleur yang
dipelihara secara rutin 20 20.000.000 o ) _ 20 20.000.000
Mebeleur ) Mebeleur dipelihara secara rutin (unit)
(unit)
Cakupan Realisasi Cakupan Realisasi
Program Peningkatan Pengadaan Kebutuhan Program Peningkatan Pengadaan Kebutuhan
Disiplin Aparatur Penunjang Disiplin 100 Disiplin Aparatur Penunjang Disiplin 100
aparatur (persen) aparatur (persen)
Jumlah Pengadaan
) ) . ) . ) Jumlah Pengadaan
Pengadaan Pakaian Dinas Pakaian Dinas beserta Pengadaan Pakaian Dinas ) )
73 75.000.000 Pakaian Dinas beserta 73 75.000.000
beserta Perlengkapannya perlengkapannya beserta Perlengkapannya
perlengkapannya (pasang)
(pasang)
Program Peningkatan Presentase Peningkatan Program Peningkatan Presentase Peningkatan
Kapasitas Sumber Daya kapasitas sumber daya T Kapasitas Sumber Daya kapasitas sumber daya o
Aparatur aparatur (persen) Aparatur aparatur (persen)
o ) Jumlah Aparatur yang o . Jumlah Aparatur yang
Pendidikan dan Pelatihan L Pendidikan dan Pelatihan o
mengikuti Diklat Formal 2 44.250.000 mengikuti Diklat Formal 2 44.250.000
Formal Formal
(orang) (orang)
. Jumlah Kecamatan o Jumlah Kecamatan
Sosialisasi Peraturan o Sosialisasi Peraturan o
pelaksanaan Sosialisasi 6 62.242.400 pelaksanaan Sosialisasi 6 62.242.400

Perundang Undangan

(Kecamatan)

Perundang Undangan

(Kecamatan)
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2 4 5 6 7 9 10 11 12
Bimbingan tekhnis Jumlah Aparatur yang Bimbingan tekhnis Jumlah Aparatur yang
Implementasi Peraturan mengikuti Bimbingan 12 75.000.000 | Implementasi Peraturan mengikuti Bimbingan 12 75.000.000
Perundang undangan Tekhnis (orang) Perundang undangan Tekhnis (orang)
. Cakupan Realisasi . Cakupan Realisasi
Program Peningkatan Program Peningkatan
. Penyusunan Dokumen . Penyusunan Dokumen
Pengembangan Sistem . Pengembangan Sistem .
) L Pelaporan Capaian ) L Pelaporan Capaian
Pelaporan Capaian Kinerja . 100 Pelaporan Capaian Kinerja & L 100
Kinerja dan Keuangan Kinerja dan Keuangan
& Keuangan Keuangan
(persen) (persen)
Penyusunan Laporan Penyusunan Laporan Capaian
) o . Jumlah Dokumen yang o . o Jumlah Dokumen yang
Capaian Kinerja Dan Ikhtisar ) 4 10.362.000 | Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi ) 4 10.362.000
S telah disusun (dok) o telah disusun (dok)
Realisasi Kinerja SKPD Kinerja SKPD
Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen yang Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen yang
] ) 1 15.000.000 ) ) 1 15.000.000
Keuangan Akhir Tahun telah disusun (dok) Keuangan Akhir Tahun telah disusun (dok)
Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen yang Penyusunan Laporan Jumlah Dokumen yang
. 2 15.000.000 . 2 15.000.000
Keuangan Semsteran telah disusun (dok) Keuangan Semsteran telah disusun (dok)
Cakupan Realisasi Cakupan Realisasi
Program Penunjang Kegiatan Penunjang Program Penunjang Kegiatan Penunjang
Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum 100 Pemerintahan Umum Pemerintahan Umum 100
(persen) (persen)
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen
Penyusunan Rencana Penyusunan Rencana )
Perencamaan yang 6 36.102.000 Perencamaan yang disusun 6 36.102.000
Perangkat Daerah ) Perangkat Daerah
disusun (dok) (dok)
) Jumlah Website yang ) Jumlah Website yang
Pengelolaan Website . Pengelolaan Website .
dikembangkan oleh 1 29.419.500 dikembangkan oleh 1 29.419.500

Perangkat Daerah

DPMPTSP (paket)

Perangkat Daerah

DPMPTSP (paket)
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2 4 5 6 7 9 10 11 12
) . Jumlah Investor . ) Jumlah Investor
Peningkatan Promosi dan Peningkatan Promosi dan
. . Penanaman Modal . . Penanaman Modal
Kerjasama Investasi 60 Kerjasama Investasi 60
(Investor) (Investor)
Peningkatan Koordinasi dan Peningkatan Koordinasi dan
kerjasama di bidang Jumlah Dokumen kerjasama di bidang Jumlah Dokumen
penanaman modal dengan kerjasama yang 2 29.905.700 | penanaman modal dengan kerjasama yang diterbitkan 2 29.905.700
instansi pemerintah dan dunia diterbitkan (dokumen) instansi pemerintah dan dunia (dokumen)
usaha usaha
Peningkatan kegiatan Jumlah Kegiatan Peningkatan kegiatan Jumlah Kegiatan
pemantauan, pembinaan dan Pemantauan, Pembinaan pemantauan, pembinaan dan Pemantauan, Pembinaan
50 22.500.500 50 22.500.500
pengawasan pelaksanaan dan Pengawasan PM pengawasan pelaksanaan dan Pengawasan PM
penanaman modal (Kegiatan) penanaman modal (Kegiatan)
Peningkatan kualitas SDM Jumlah peserta yang Peningkatan kualitas SDM Jumlah peserta yang
guna peningkatan pelayanan mengikuti Workshop 100 36.751.000 | guna peningkatan pelayanan mengikuti Workshop 100 36.751.000
investasi (Orang) investasi (Orang)
Jumlah Kegiatan )
Penyelenggaraan pameran L Penyelenggaraan pameran Jumlah Kegiatan Pameran
. . Pameran yang diikuti 4 280.667.420 | . . . 4 280.667.420
investasi . investasi yang diikuti (kegiatan)
(kegiatan)
Program Peningkatan Iklim o o Program Peningkatan Iklim o o
. . Jumlah Nilai Realisasi . L Jumlah Nilai Realisasi
Investasi dan Realisasi o Investasi dan Realisasi o
. Investasi (Milyar) 175 . Investasi (Milyar) 175
Investasi Investasi
Jumlah Dokumen Jumlah Dokumen Regulasi
Perencanaan dan Regulasi Pemberian Pemberian Insentif PM dan
. . . Perencanaan dan penyusunan . . .
penyusunan kebijakan Insentif PM dan Hasil 1 16.620.450 Hasil Evauasi Implementasi 1 16.620.450

Penanaman Modal

Evauasi Implementasi

Regulasi Pemberian

kebijakan Penanaman Modal

Regulasi Pemberian

Insentif (Dokumen)
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2 4 5 6 7 9 10 11 12
Insentif (Dokumen)
. Jumlah Dokumen SOP . Jumlah Dokumen SOP
Peningkatan pelayanan ) Peningkatan pelayanan .
. layanan Investasi 1 18.320.170 . layanan Investasi 1 18.320.170
Investa\si Investa\si
(Dokumen) (Dokumen)
Jumlah Dokumen Data Jumlah Dokumen Data
. Potensi yang dilaporkan . Potensi yang dilaporkan
Pengembangan Sistem ; . . Pengembangan Sistem ; . .
) dalam sistem informasi 4 25.000.000 . dalam sistem informasi 4 25.000.000
Informasi Penanaman Modal Informasi Penanaman Modal
Penanaman Modal Penanaman Modal
(Dokumen) (Dokumen)
. . Presentase . . .
Program Penyiapan Potensi ) Program Penyiapan Potensi Presentase ketersediaan
ketersediaan Dokumen _
Sumberdaya, Sarana dan . . 75 Sumberdaya, Sarana dan Dokumen Database Iklim 75
Database Iklim Investasi .
Prasarana Daerah Prasarana Daerah Investasi (persen)
(persen)
. . Jumlah Dokumen Hasil . . Jumlah Dokumen Hasil
Kajian potensi sumber daya B ) Kajian potensi sumber daya B )
) . . Kajian dan valuasi RUPM 1 31.442.290 . . . Kajian dan valuasi RUPM 1 31.442.290
yang terkait dengan investasi yang terkait dengan investasi
(dokumen) (dokumen)
Penyusunan Data Peluang Jumlah Dokumen Data Penyusunan Data Peluang Jumlah Dokumen Data
. . 1 15.829.000 . . 1 15.829.000
Investasi Peluang Investasi (Buku) Investasi Peluang Investasi (Buku)
Presentase Jumlah Presentase Jumlah
Program Peningkatan Dokumen Perizinan dan 75 Program Peningkatan Dokumen Perizinan dan 75

Kualitas Pelayanan Publik

non Perizinan yang

diterbitkan sesuai

Kualitas Pelayanan Publik

non Perizinan yang

diterbitkan sesuai sistem
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2 4 5 6 7 9 10 11 12
sistem dan prosedur dan prosedur
N ) Jumlah Izin yang telah o ) Jumlah Izin yang telah
Peninjauan Lokasi Layanan o e Peninjauan Lokasi Layanan o .
o dikaji, diteliti dan ditinjau 1600 115.993.900 o dikaji, diteliti dan ditinjau 1600 115.993.900
Perizinan . Perizinan .
(izin) (izin)
Pelayanan administrasi Jumlah izin non retribusi Pelayanan administrasi Jumlah izin non retribusi
o o . 7200 113.476.750 o o o 7200 113.476.750
perizinan yang diterbitkan (izin) perizinan yang diterbitkan (izin)
Penyusunan standar Jumlah Dokumen Standar Penyusunan standar Jumlah Dokumen Standar
Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan yang disusun 1 5.197.390 | Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan yang disusun 1 5.197.390
bidang pelayanan Perizinan (Dok) bidang pelayanan Perizinan (Dok)
Monitoring Evaluasi dan o ) Monitoring Evaluasi dan o )
Jumlah izin terbit yang Jumlah izin terbit yang
Pelaporan penyelenggaraan o o 7200 436.437.980 | Pelaporan penyelenggaraan o o 7200 436.437.980
o diarsipkan (izin) . diarsipkan (izin)
perizinan perizinan
Pemantauan, Pembinaan dan Jumlah Dokumen Pemantauan, Pembinaan dan Jumlah Dokumen
pengawasan pelaksanaan Perubahan Regulasi 2 96.305.000 | pengawasan pelaksanaan Perubahan Regulasi 2 96.305.000
perizinan Perizinan (Dok) perizinan Perizinan (Dok)
) Jumlah dokumen hasil ) Jumlah dokumen hasil
Layanan Pengarsipan dan Layanan Pengarsipan dan
) o Monev penyeleggaraan 1 43.553.510 ) o Monev penyeleggaraan 1 43.553.510
Penerbitan Perizinan » Penerbitan Perizinan »
perizinan (dok) perizinan (dok)
Jumlah Dokumen Hasil Jumlah Dokumen Hasil
Pelaksanaan Survey . Pelaksanaan Survey Kepuasan .
Pengawasan Perizinan 4 103.939.880 Pengawasan Perizinan 4 103.939.880
Kepuasan Masyarakat Masyarakat
(Dok) (Dok)
Penanganan Pengaduan Jumlah Dokumen hasil Penanganan Pengaduan Jumlah Dokumen hasil
1 15.714.710 1 15.714.710

Pelayanan

Survey Kepuasan

Pelayanan

Survey Kepuasan
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2 4 6 7 9 10 11 12
Masyarakat (Dok) Masyarakat (Dok)
Jumlah laporan data
) ) Jumlah laporan data
Penyusunan dan layanan informasi Penyusunan dan . o
) o ) layanan informasi perizinan
Pengembangan Regulasi perizinan dan kasus 96.305.000 | Pengembangan Regulasi 1 96.305.000

Perizinan

penanganan pengaduan

(laporan)

Perizinan

dan kasus penanganan

pengaduan (laporan)

42




2.5. Telaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone belum secara langsung terlibat dengan
kegiatan masyarakat, LSM, serta Organisasi lainnya selaku stakeholder eksternal
pemerintahan daerah. Oleh karena itu, hingga saat ini Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan terpadu Satu Pintu Kab. Bone belum pernah mendapatkan usulan program
atau kegiatan dari para stakeholder eksternal untuk dimasukkan dalam rencana kerja
tahunan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
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BAB Il
TUJUAN DAN SASARAN DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

3.1.Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Kebijakan Nasional yang terkait dengan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu satu Pintu Kabupaten Bone vyaitu Peraturan Badan
Koordinasi Penanaman Modal Nomor 13 tahun 2017 tentang Pedoman dan tata cara
perizinan dan fasilitas Penanaman Modal, Fasilitas Penanaman Modal adalah segala bentuk
insentif fiskal dan nonfiskal serta kemudahan pelayanan Penanaman Modal, sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan. Pemberian Insentif yang dimaksud adalah
dukungan dari pemerintah daerah kepada Penanam modal dalam rangka mendorong
peningkatan penanaman modal di daerah dan Pemberian Kemudahan adalah penyediaan
fasilitas dari pemerintah daerah kepada penanam modal untuk mempermudah kegiatan
penanaman modal dalam rangka mendorong peningkatan penanaman modal di daerah.

Peraturan BKPM Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman dan Tata Cara
Pengendalian Penanaman Modal, pengendalian penanaman modal adalah kegiatan
Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan terhadap Penanam Modal yang telah
mendapatkan Perizinan Penanaman Modal agar pelaksanaan Penanaman Modal sesuali
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Selain itu dalam rangka mendukung
prioritas nasional ketiga sebagaimana yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam
Negeri Nomor 22 Tahun 2018 yaitu peningkatan nilai tambah ekonomi melalui pertanian,
industri dan jasa produktif maka diperlukan upaya untuk menciptakan iklim investasi dan
iklim usaha yang lebih berdaya saing, baik ditingkat pusat maupun daerah.

Hal ini sesuai dengan Peraturan Kepala BKPM Nomor 9 Tahun 2017 Tentang
Pedoman dan Tata Cara Pelaksanaan Kegiatan Pengembangan Iklim Penanaman Modal,
Peraturan Kepala BKPM Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Penetapan Urusan Pemerintah
Daerah Di Bidang Penanaman Modal Hasil Pemetaan, Peraturan Kepala BKPM Nomor 9
Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi
dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota peningkatan penyelenggaraan
penanaman modal. Hal tersebut juga telah dituangkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Bone Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal, selanjutnya dalam Dokumen
Rencana Umum Penanaman Modal yang disusun Tahun 2017.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan
Publik, Ruang lingkup pelayanan publik menurut Undang-Undang Pelayanan Publik
meliputi pelayanan barang publik dan jasa publik serta pelayanan administratif yang diatur

dalam peraturan perundang-undangan. Dalam ruang lingkup tsh, termasuk pendidikan,
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pengajaran, pekerjaan dan usaha, tempat tinggal, komunikasi dan informasi, lingkungan

hidup, kesehatan, jaminan sosial, energi, perbankan, perhubungan, sumber daya alam,

pariwisata, dan sektor strategis lainnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone

memiliki tujuan :

» Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Urusan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

= Meningkatkan nilai investasi penanaman modal di Kabupaten Bone

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bone

memiliki indikator tujuan yaitu :

=  Predikat Evaluasi SAKIP oleh APIP

= Presentase Peningkatan Investasi

Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten

Bone yaitu :

= Meningkatkanya Kualitas Pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Terpadu Satu Pintu;

= Meningkatnya Daya tarik Investasi Penanaman Modal di Kabupaten Bone.

Indikator Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Kabupaten Bone memiliki indikator tujuan yaitu :

= Indeks Kepuasan Masyarakat
= Nilai PMA/PMDN

Tabel 3.1.1

Tujuan dan Indikator Tujuan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Tahun 2018-2023

Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja

I Urusan Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Predikat Evaluasi
SAKIP Oleh APIP

Meningkatnya Kualitas
Pelayanan DPMPTSP

Indeks Kepuasan

Masyarakat
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Presentase

Meningkatkan Nilai Investasi )
] Peningkatan
Penanaman Modal di Kabupaten Bone )
Investasi

Meningkatnya Daya Tarik
Investasi Penanaman Nilai PMA/PMDN

Modal di Kabupaten Bone

3.3 Program dan Kegiatan

Program adalah kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang akan
dilaksanakan atau kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan
suatu hasil yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa Instansi Pemerintah. Kegiatan
merupakan segala sesuatu yang harus dilakukan dalam merealisasikan program. Kegiatan
mencerminkan strategi yang konkrit untuk implementasikan program dengan sebaik-
baiknya dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran.

Program dan kegiatan yang direncanakan telah dirumuskan melalui berbagai macam
faktor yang menjadi pertimbangan. Mengacu pada visi misi Kabupaten Bone, program dan
kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu lebih
menitikberatkan pada hal peningkatan promosi dan pengembangan potensi dan produk
unggulan daerah melalui program peningkatan promosi dan kerjasama investasi,
peningkatan kualitas pelayanan publik melalui program peningkatan kualitas pelayanan
publik dan peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi, serta Program Penyiapan
Potensi Sumberdaya, Sarana dan Prasarana Daerah.

Adapun Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kabupaten Bone yang akan diselenggarakan tahun 2022 adalah sebagai berikut :
Program Utama
1. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal
2. Program Promosi Penanaman Modal
3. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal
4. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal
Program Penunjang
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

2. Program Pelayanan Penanaman Modal
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Tabel 3.1.2

Uraian Sub Kegiatan, Kegiatan dan Program Prioritas Dinas Penanaman Modal dan PTSP

3

PROGRAM PENGEMBANGAN
IKLIM PENANAMAN MODAL

Penetapan Pemberian

Fasilitas/Insentif Dibidang

Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai
Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan

Penanaman Modal

Pembuatan Peta Potensi Investasi

Kabupaten/Kota

Penyusunan Rencana Umum Penanaman
Modal Daerah Kabupaten/Kota

Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha

Kabupaten/Kota

PROGRAM PROMOSI
PENANAMAN MODAL

Penyelenggaraan Promosi
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah Kabupaten/
Kota

Penyusunan Strategi Promosi Penanaman
Modal

Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman

Modal Daerah Kabupaten/Kota

PROGRAM PENGENDALIAN
PELAKSANAAN PENANAMAN
MODAL

Pengendalian Pelaksanaan
Penanaman Modal yang Menjadi
Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota

Koordinasi dan Sinkronisasi Pemantauan

Pelaksanaan Penanaman Modal

Koordinasi dan Sinkronisasi Pembinaan

Pelaksanaan Penanaman Modal

Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan

Pelaksanaan Penanaman Modal

PROGRAM PENGELOLAAN
DATA DAN SISTEM
INFORMASI PENANAMAN
MODAL

Pengelolaan Data dan Informasi
Perizinan dan Nonperizinan yang
Terintergrasi Pada Tingkat Daerah

Kabupaten/Kota

Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data
dan Informasi Perizinan dan Nonperizinan
berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha

Terintegrasi secara Elektronik
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Tabel 3.1.3
Uraian Sub Kegiatan, Kegiatan dan Program Penunjang Dinas Penanaman Modal dan
PTSP

Perencanaan,
) Penyusunan Dokumen Perencanaan
Penganggaran, dan Evaluasi
o Perangkat Daerah
Kinerja Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan . B )
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Perangkat Daerah

Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut

Kelengkapannya

Pendidikan dan Pelatihan Pegawai
Administrasi Kepegawaian Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Perangkat Daerah

Sosialisasi Peraturan Perundang

Undangan

Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan

Perundang-undangan

Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan

Kantor

Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Penyediaan Bahan Logistik Kantor
PROGRAM PENUNJANG URUSAN

1 PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA Penyediaan Barang Cetakan dan
Penggandaan
Administrasi Umum
Perangkat Daerah Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan

Perundang-undangan

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan
Konsultasi SKPD

Dukungan Pelaksanaan Sistem
Pemerintahan Berbasis Elektronik pada
SKPD

Pengadaan Barang Milik Pengadaan Mebel

Daerah Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah ) )
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Penyediaan Jasa Penunjang Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber

Urusan Pemerintahan Daerah | Daya Air dan Listrik

Jumlah Rekening

. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Telepon/WiFi dan TV Kabel
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Pemeliharaan Barang Milik
Daerah Penunjang Urusan

Pemerintahan Daerah

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya

Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan
Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan

Jumlah Pemeliharaan dan

Pajak Kendaraan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin

Lainnya

PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN
MODAL

Pelayanan Perizinan dan Non
Perizinan secara Terpadu
Satu Pintu dibidang
Penanaman Modal yang
menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota

Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan
dan Nonperizinan berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha
Terintegrasi secara Elektronik

Pemantauan Pemenuhan Komitmen
Perizinan dan Nonperizinan Penanaman
Modal

Penyediaan Pelayanan Konsultasi dan
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat
terhadap Pelayanan Terpadu Perizinan

dan Nonperizinan
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BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DINAS PENANAMAN
MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pada Tahun 2023

merencanakan 6 (enam) Program serta 13 (tiga belas) kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub

Kegiatan dengan perincinan sebagai berikut:

1. PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH
KABUPATEN/KOTA

a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

e.

f.

g.

Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah;

Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
Pengadaan Pakaian Dinas beserta atribut kelengkapannya
Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi
Sosialisasi Peraturan Perundang Undangan
Bimbingan Tekhnis Implementasi Peraturan Perundang Undangan
Administrasi Umum Perangkat Daerabh;
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
Peneyediaan Peralatan Rumah Tangga;
Peneyediaan Bahan Logistik Kantor;
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan;
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan;
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD;
Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan berbasis elektronik pada SKPD;
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
Pengadaan Mebel
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
Pemelihaaran Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan
Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan

Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
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PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL
a. Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif di Bidang Penanaman Modal yang
menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten / Kota;
- Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan kemudahan
Penanaman Modal
b. Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota;
- Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota

- Penyediaan Peta Potensi dan Peluang Usaha Kabupaten / Kota

. PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL :

a. Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah
Kabupaten / Kota
- Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal
- Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten / Kota
PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL :
a. Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah
Kabupaten/Kota
- Koordinasi dan Singkronisasi Pemantauan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Singkronisasi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal
- Koordinasi dan Singkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal
PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN
MODAL
a. Pengelolaan Data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan yang terintegrasi
pada Tingkat Daerah Kabupaten / Kota
- Pengolahan, penyajian dan Pemanfaatan Data dam Informasi Perizinan dan
Nonperizinan berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara
Elektronik;

. PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL

a. Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu di Bidang
Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Penyediaan Pelayanan Terpadu Perizinan dan Non Perizinan berbasis Sistem
Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik
- Pemantauan Pemenuhan Komitmen Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal
- Penyediaan Pelayanan Konsultasi dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap
Pelayanan Terpadu Perizinan dan Nonperizinan
Secara lengkap, rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Bone Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun
2024, beserta kebutuhan dana indikatif dan sumbernya, dapat dilihat pada tabel berikut ini :
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Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tabel T-C.33

Tahun 2023 dan Prakiraan Maju Tahun 2024

PROGRAM
PENUNJANG URUSAN

Presentase Rata rata

Kecamatan Tanete

Tunjangan

2.18.01 PEMERINTAHAN Capaian Kinerja Indkator . 100 APBD Kabupaten 100% 6.060.787.270
DAERAH Program Tekhnis Daerah REhEUEEIEY SEEA 2L
KABUPATEN/KOTA
Presentase Penyusunan
Perencanaan,
Penganggaran, dan DELIITIEN MR, Kecamatan Tanete
ll i 0,
2.18.01.2.01 Evaluasi Kinerja Pgnggnggaran dan Evaluasi Riattang Barat 100 1.917.250 APBD Kabupaten 100% 2.108.975
Kinerja Perangkat Daerah
Perangkat Daerah
tepat waktu (persen)
Penyusunan Dokumen Jumlah Dokumen Kecamatan Tanete
2.18.01.2.01.01 | Perencanaan Perangkat Perencanaan Perangkat . 2 APBD Kabupaten 2 2.108.975
Riattang Barat 1.917.250
Daerah Daerah
Presentase Penyusunan
Administrasi Keuangan | Dokumen Laporan Kecamatan Tanete
EASIUL 20 Perangkat Daerah Keuangan Tepat waktu Riattang Barat L0 3.920.389.000 AED) Sl L0 ALY
(persen)
. . Jumlah Orang yang
Penyediaan Gaji dan ) . Kecamatan Tanete
2.18.01.2.02.01 Tunjangan ASN menerima Gaji dan Riattang Barat 34 3.920.389.000 APBD Kabupaten 12 Bulan 4.312.427.900

Rencana Kerja Tahun 2023
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disediakan

1 2 3 4 5 6 7 9 10
Al et g::;aiga}az;&alslz?as:(egiatan Kecamatan Tanete
2.18.01.2.05 gnggﬁwalan Perangkat Administrasi Kepegawaian Riattang Barat 100 37.925.000 APBD Kabupaten 100 40.947.500
Daerah
Pengadaan Pakaian Jumlah Paket Pakaian Dinas
2.18.01.2.05.02 | Dinas Beserta Atribut Beserta Atribut Kecamatan Tanete 10 APBD Kabupaten 34 15.400.000
Riattang Barat 14.000.000
Kelengkapannya Kelengkapannya
Pendidikan dan Jumlah Pegawai
Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Kecamatan Tanete
2.18.01.2.05.09 Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang mengikuti Riattang Barat 1 22.125.000 APBD Kabupaten 1 24.337.500
Fungsi Pendidikan dan Pelatihan
Jumlah Orang yang
Bimbingan Teknis mengikuti Bimbingan
2.18.01.2.05.11 | Implementasi Peraturan Tekhnis Implementasi Kecgmatan Tanete 1 APBD Kabupaten 15 1.210.000
Riattang Barat 1.100.000
Perundang-undangan Peraturan Perundang
Undangan
Administrasi Umum FIEEETEES PR Kecamatan Tanete
2.18.01.2.06 Administrasi Umum Kantor . 100 APBD Kabupaten 100 764.357.416
Perangkat Daerah (persen) Riattang Barat 696.688.560
Penyediaan Peralatan Jumiah Paket Peralatan dan Kecamatan Tanete
2.18.01.2.06.02 dan Perlengkapan Kantor P_erlel_'ngkapan Kanror yang Riattang Barat 12 68.774.400 APBD Kabupaten 36 75.651.840
disediakan
Penyediaan Peralatan Jumlah Paket Peralatan Kecamatan Tanete
2.18.01.2.06.03 Rumah Tangga yang . 4 APBD Kabupaten 1 5.538.148
Rumah Tangga o Riattang Barat 5.034.680
disediakan
2.18.01.2.06.04 | _Penvediaan Bahan ﬂ‘é”}ﬁ?kiaaﬁé? a:r? ) Kecamatan Tanete 2 APBD Kabupaten 1 257.124.428
00528002 1 ogistik Kantor 9 yang Riattang Barat 233.749.480 P et

Rencana Kerja Tahun 2023
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disediakan

1 2 3 4 5 6 7 9 10
Penyediaan Barang Jumlah Paket Penyediaan
2.18.01.2.06.05 | Cetakan dan Barang Cetakan dan Kecamatan Tanete 12 APBD Kabupaten 2 30.761.500
Penggandaan P_eng_gandaan yang Riattang Barat 27.965.000
disediakan
. Jumlah Dokumen Bahan
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Kecamatan Tanete
2.18.01.2.06.06 | Bacaan dan Peraturan Perundang Undangan yang Riattang Barat 13 39.840.000 APBD Kabupaten 192 43.824.000
Perundang-undangan D
disediakan
Penyelenggaraan \I]Dl:mlikl]ehap?o\rrzgn Rapat Kecamatan Tanete
2.18.01.2.06.09 | Rapat Koordinasi dan yelengg pat . 176 APBD Kabupaten 176 331.457.500
- Koordinasi dan Konsultasi Riattang Barat 301.325.000
Konsultasi SKPD
SKPD
Dukungan Jumlah Dokumen Dukungan
Pelaksanaan Sistem Pelaksanaan Sistem Kecamatan Tanete
218.01.2.06.11 Pemerintahan Berbasis Pemerintahan Berbasis Riattang Barat 1 20.000.000 APBD Kabupaten L 20.000.000
Elektronik pada SKPD Elektronik pada SKPD
Pengadaan Barang Presentase Pemenuhan
Milik Daerah Penunjang Kebutuhan Barang Milik Kecamatan Tanete
R Urusan Pemerintah Daerah Penunjang Urusan Riattang Barat {00 54.417.290 HPTEID) e R {00 SN
Daerah Pemerintah Daerah (persen)
Jumlah Paket Mebel yang Kecamatan Tanete
2.18.01.2.07.05 Pengadaan Mebel disediakan Riattang Barat 1 8.692.000 APBD Kabupaten 25 9.561.200
218.01.2.07.06 | . Pengadaan Peralatan | TR UL Pereeran dan Kecamatan Tanete 5 APBD Kabupaten 35 50.297.819
B dan Mesin Lainnya yayang Riattang Barat 45.725.290 P R

Rencana Kerja Tahun 2023
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Lainnya

Mesin lainnya

1 2 3 4 5 6 7 9 10
n Presentase Pemenuhan
Penyediaan Jasa .
218.01.2.08 | Penunjang Urusan Kebutuhan Jasa Pﬁ”“mang EEREE VEEHE 100 645,043,200 APBD Kabupaten 100 698.363.520
Pemerintahan Daerah Urusan Pemerintahan Riattang Barat 48.043.
Daerah (persen)
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan
2.18.01.2.08.02 | Komunikasi, Sumber jasa Komunikasi, Sumber Kecamatan Tanete 12 APBD Kabupaten 36 144.840.000
] - Daya Air dan Listrik yang Riattang Barat 144.840.000
Daya Air dan Listrik A
disediakan
Penyediaan Jasa Jumlah Laporan Penyediaan Kecamatan Tanete
2.18.01.2.08.04 Jasa Pelayanan Umum . 3 APBD Kabupaten 735 553.523.520
Pelayanan Umum Kantor L Riattang Barat 503.203.200
Kantor yang disediakan
Pemeliharaan Barang Presentase Barang Milik
Milik Daerah Penunjang Daerah Penunjang Urusan Kecamatan Tanete
EAGIUL 20 Urusan Pemerintahan Pemerintahan Daerah dalam Riattang Barat LY 175.606.900 AED) Sl LY S
Daerah Kondisi Baik (persen)
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan
Pemeliharaan, Biaya Perorangan Dinas
Pemeliharaan, Pajak, dan | Operasioanl Dinas atau Kecamatan Tanete
2.18.01.2.09.01 Perizinan Kendaraan Kendaraan Dinas Jabatan Riattang Barat 1 87.487.900 APBD Kabupaten 27 96.236.690
Dinas atau Kendaraan yang dipelihara dan
Dinas Jabatan dibayarkan pajaknya
Pemeliharaan Jumlah Laporan Kecamatan Tanete
2.18.01.2.09.06 | Peralatan dan Mesin Pemeliharaan Peralatan dan Riattang Barat 12 33.540.000 APBD Kabupaten 87 36.894.000
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1 2 3 4 5 6 7 9 10
asrggzlr;gacriaa?lnlﬁaesh;g::; Jumiah Gedung Kantor dan Kecamatan Tanete
2.18.01.2.09.10 Bangunan Lainnya yang . 1 APBD Kabupaten 49.592.250
Gedung Kantor dan dielihara / direhabilitasi Riattang Barat 54.579.000
Bangunan Lainnya P
Presentase Ketepatan waktu
o PROGRAM PELAYANAN A . Kecamatan Tanete
2:18:04 PENANAMAN MODAL ?pe;e;rebr:;an izin sesuai SOP Riattang Barat 90 598.215.000 APBD Kabupaten 90 658.036.500
Pelayanan Perizinan dan
Non Perizinan secara
Terpadu Satu Pintu Jumlah Penerbitan Perizinan
2.18.04.2.01 dibidang Penanaman dan Non Perizinan e L 8000 APBD Kabupaten 8000 658.036.500
- Riattang Barat 598.215.000
Modal yang menjadi Penanaman Modal
Kewenangan Daerah
Kabupaten/ Kota
Penyediaan Pelayanan Jumlah Pelaku Usaha yang
Terpadu Perizinan dan Mendapatkan Pelayanan
Nonperizinan berbasis Terpadu Perizinan dan Non Kecamatan Tanete
2.18.04.2.01.01 | Sistem Pelayanan Perizinan Berbasis Sistem . 1900 APBD Kabupaten 1900 329.376.300
. s Riattang Barat 299.433.000
Perizinan Berusaha Pelayanan Perizinan
Terintegrasi secara Berusaha Terintegrasi
Elektronik Secara Elektronik
Jumlah Kegiatan usaha dan
Pemantauan Pemenuhan Pelaku Usaha yang
Komitmen Perizinan dan mendapat peman'tauan Kecamatan Tanete
2.18.04.2.01.02 Nonperizinan Penanaman Pemenuhan Komitmen Riattang Barat 1 213.862.000 APBD Kabupaten 1 235.248.200

Modal

Perizinan Berusaha dan Non
Perizinan Penanaman
Modal
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potensi investasi (persen)

1 2 3 4 5 6 7 9 10
Penyediaan Pelayanan Jumlah Orang yang
Konsultasi dan memperoleh layanan
Pengelolaan Pengaduan | Konsultasi dan Terkelolanya
2.18.04.2.01.03 | Masyarakat terhadap Pengaduan Masyarakat Kecgmatan Tanete 1 APBD Kabupaten 4 93.412.000
Riattang Barat 84.920.000
Pelayanan Terpadu Terhadap pelayanan
Perizinan dan Terpadu Perizinan dan Non
Nonperizinan Perizinan
PROGRAM Presentase Capaian Nilai
2:18:02 PENGEMBANGAN IKLIM | Realisasi Investasi Ke;;TtZLa”BT;’;‘fte 21 36,745 000 APBD Kabupaten 18 40.419.500
PENANAMAN MODAL Penanaman Modal (persen) 9 o
Penetapan Pemberian Presentase Investor yang
Fasilitas/Insentif Dibidang | mendapatkan pemberian
2.18.02.2.01 Penanaman Modal yang | fasilitasi/Insentif yang e L 100 APBD Kabupaten 100% 18.988.750
s . Riattang Barat 17.262.500
Menjadi Kewenangan menjadi kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota (persen)
gggf;ﬁpﬁganﬁg?kan Jumlah Peraturan Daerah /
Pemberian ’ Provinsi dalam Pemberian Kecamatan Tanete
2.18.02.2.01.01 " . Fasilitas/Insentif dan . 1 APBD Kabupaten 1 18.988.750
Fasilitas/Insentif dan Riattang Barat 17.262.500
Kemudahan Penanaman
Kemudahan Penanaman
Modal
Modal
Presentase wilayah
Pembuatan Peta Potensi Kabupaten Bone yang telah Kecamatan Tanete
EASNR 2 Investasi Kabupaten/Kota | disusun kedalam peta Riattang Barat 100 19.482.500 APBID g 100 AR
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Kabupaten/Kota

Kabupaten / Kota

1 2 3 4 5 6 7 9 10
Penyusunan Rencana Jumlah Peraturan Daerah
(PERDA) Rencana Umum Kecamatan Tanete
2.18.02.2.02.01 | Umum Penanaman Modal Penanaman Modal Daerah Riattang Barat 1 13.607.500 APBD Kabupaten 1 14.968.250
Daerah Kabupaten/Kota
Kabupaten / Kota
Penyediaan Peta Potensi | Jumlah Peta Potensi Kecamatan Tanete
2.18.02.2.02.02 | dan Peluang Usaha Investasi dan Peluang . 1 APBD Kabupaten 1 6.462.500
Riattang Barat 5.875.000
Kabupaten/Kota usaha Kabupaten / Kota
Presentase Peningkatan
"o PROGRAM PROMOSI Kecamatan Tanete
2:18:03 PENANAMAN MODAL Jumlah Investor Penanaman Riattang Barat 15 312.539.000 APBD Kabupaten 20 343.792.900
Modal (persen)
Penyelenggaraan
P PEMEEE Jumlah Investor Penanaman Kecamatan Tanete
2.18.03.2.01 Modal yang Menjadi . . 150 APBD Kabupaten 200 343.792.900
Kewenangan Daerah Modal (investor) Riattang Barat 312.539.000
Kabupaten/ Kota
Jumlah Peraturan Daerah
Penyusunan Strategi yang mengatur Promosi Kecamatan Tanete
2.18.03.2.01.01 | Promosi Penanaman Penanaman Modal . 1 APBD Kabupaten 3 28.752.900
Riattang Barat 26.139.000
Modal Kewenangan Kabupaten /
Kota
Pelaksanaan Kegiatan Jumlah Dokumen Hasil
Promosi Penanaman Kegiatan Promosi Kecamatan Tanete
2.18.03.2.01.02 Modal Daerah Penanaman Modal Riattang Barat 4 286.400.000 APBD Kabupaten 4 315.040.000
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PENANAMAN MODAL

1 2 3 4 5 6 7 9 10
PROGRAM Presentase Perusahaan
o PENGENDALIAN yang taat terhadap Kecamatan Tanete o

L PELAKSANAAN ketentuan penanaman Riattang Barat 2 355.456.300 AIPTED) U e CECLL Y
PENANAMAN MODAL modal (persen)
Pengendalian
PSR Jumlah Laporan Realisasi Kecamatan Tanete

2.18.05.2.01 Pengnqman Modal yang Penanaman Modal (persen) Riattang Barat 75 355 456.300 APBD Kabupaten 85 391.001.930
Menjadi Kewenangan
Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Kegiatan Usaha dari

Koordinasi dan Pelaku usaha yang
Sinkronisasi Pemantauan | melakukan Koordinasi dan Kecamatan Tanete

218.05.2.01.01 Pelaksanaan Sinkronisasi Pemantauan Riattang Barat 70 59.905.000 APBD Kabupaten L 65.895.500
Penanaman Modal Pelaksanaan Penanaman

Modal

Koordinasi dan Jumlah Pelaku Usaha yang
Sinkronisasi Pembinaan mendapatkan Pembinaan Kecamatan Tanete

2.18.05.2.01.02 Pelaksanaan pelaksanaan Penanaman Riattang Barat 50 220.017.300 APBD Kabupaten 2 242.019.030
Penanaman Modal Modal
Koordinasi dan Jumlah Kegiatan usaha
Sinkronisasi Pengawasan | yang melakukan Koordinasi Kecamatan Tanete

2.18.05.2.01.03 Pelaksanaan dan Singkronisasi Riattang Barat 20 75.534.000 APBD Kabupaten 1 83.087.400
Penanaman Modal Pengawasan
PROGRAM
PENGELOLAAN DATA Presentase ketersediaan Kecamatan Tanete

2:18:06 DAN SISTEM Data dan Informasi perizinan : 85 APBD Kabupaten 90 19.965.000
INFORMASI dan Non Perizinani (persen) R RN HEHELNY
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Pengelolaan Data dan
Informasi Perizinan dan
Nonperizinan yang

Jumlah Sistem Informasi
Lembaga lainnya yang

Kecamatan Tanete

Pelayanan Perizinan
Berusaha Terintegrasi
secara Elektronik

Terintegrasi Secara
Elektronik yang Dioah, Dikaji
dan Dimanfaatkan

2.18.06.2.01 Terintergrasi Pada _termtegr§5| dgpgan sistem Riattang Barat 18.150.000 APBD Kabupaten 19.965.000
) informasi perizinan
Tingkat Daerah berusaha
Kabupaten/Kota
Pengolahan, Penyajian Jumlah Data dan Sistem
dan Pemanfaatan Data .. -
dan Informasi Perizinan Penzmgn d_an Non Perizinan
2.18.06.2.01.01 | 9an Nonperizinan B:rl}l;;arlsélli ?)Iesrtﬁ;?j\:ae VAN | Kecamatan Tanete APBD Kabupaten 19.965.000
e berbasis Sistem P Riattang Barat 18.150.000 P R

6.855.392.500

7.514.003.100
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Adanya sub kegiatan yang tersedia dalam dokumen RENSTRA namun tidak
teranggarkan dalam dokumen RENJA disebabkan kondisi anggaran yang tidak
memungkinkan dan indikator output sub kegiatan tersebut merupakan indikator
penunjang serta tidak mempengaruhi pencapaian Indikator Kinerja Utama Dinas

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.
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BAB V
PENUTUP

Rancangan Rencana Kerja (Renja) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Tahun 2023 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat

konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kerja tahunan yang lebih bersifat

operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan

sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud.

Dalam rangka menjamin terlaksananya kegiatan-kegiatan tersebut serta untuk terwujudnya

sinergitas kinerja pembangunan semua pihak yang terkait, maka ditetapkan kaidah-kaidah

pelaksanaan sebagai berikut :

1.

Seluruh Bidang dan Sekretariat pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Kabupaten Bone, berkewajiban untuk melaksanakan program-program dan kegiatan-
kegiatan yang telah ditetapkan dalam Renja Tahun 2023, secara sinergitas dan terintegrasi.
Berdasarkan laporan hasil evaluasi dari seluruh Bidang dan Sekretariat, Sub Bagian
Perencanaan dan Program menyusun evaluasi, mengkaji dan menganalisis lebih lanjut
pelaksanaan Renja Tahun 2023.

Sebagai langkah awal dalam menyusun RAPBD Tahun 2023, Renja Tahun 2023 dijabarkan
lebih lanjut dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2023.

Untuk menjamin konsistensi, sinergitas, harmonisasi, integrasi, efektivitas dan efesiensi
pelaksanaan pembangunan, setiap Bidang dan Sekretariat wajib melakukan pengawasan dan
pengendalian pelaksanaan Renja Tahun 2023, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing dan
melakukan koreksi yang diperlukan serta melaporkan hasilnya secara berkala 3 (tiga) bulan
kepada Kepala Dinas, melalui Sub Bagian Perencanaan dan Program serta Sub Bagian
Keuangan.

Secara proaktif, Sub Bagian Perencanaan dan Program, wajib melakukan monitoring,
pengkajian pelaksanaan Renja Tahun 2023 serta menghimpun dan menganalisis laporan 3
(tiga) bulan pelaksanaan dari masing-masing Bidang dan Sekretariat dan hasilnya
disampaikan kepada Kepala Dinas.

Pada akhir tahun anggaran 2023, setiap Bidang dan Sekretariat wajib melakukan evaluasi
kinerja pelaksanaan Renja Tahun 2023, sesuai dengan TUPOKSI masing-masing. Hasil
evaluasi dilaporkan lebih lanjut kepada Kepala Dinas melalui Sub Bagian Perencanaan dan
Program serta Sub Bagian Keuangan.

Renja Tahun 2023 berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember
2023. Langkah-langkah persiapan dimulai sejak tanggal ditetapkan hingga pelaksanaannya,
perlu terus dilakukan dengan memperhatikan dan menerapkan prinsip-prinsip koordinasi,
sinkronisasi, sinergitas, harmonisasi dan efektivitas dan efesiensi dalam penyelenggaraan

pemerintahan dan pembangunan.
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Kegiatan perencanaan dan penyusunan Kebijakan Penanaman Modal dengan indikator
penyusunan dokumen regulasi pemberian insentif / kemudahan kepada penanam modal dan
kegiatan pengembangan system informasi penanaman modal merupakan dua kegiatan prioritas
pada Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal Tahun 2023, dalam kegiatan ini diharapkan
mampu meningkatkan nilai investasi dan mewujudkan pelayanan perizinan dan non perizinan

yang cepat, efektif, efisien transparan dan akuntabel.
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Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone

Tahun 2023
Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
* Lokasi 9 Catatan ¥ . Kebutuhan Dana/
Kode Program/ Kegiatan/ Sub Keluaran Pagu Indikatif Sumber Penti
Keglatan Capalan Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Qutput Hasil (Rp.) Dara nting Pagu Indikatif
Kegiatan Program Sub Kegiatan p. Tolok Ulcur Target (Rp.)
Kegiatan
2 URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR
2 |18 URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL 6,855,392,500 7.514,003,100
2 (18 |01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA 5,534,287,200 6,060,787,270
2 [18 |01 |2,01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 1,917,250 2,108,975
I;r::::::e Penyusunan Kab. Bane, ?anaf
Penyusunan Dokumen Presentase Rata-rata Jumlah Dokumen S S Tanete Ur:‘r:‘sr:_r Presentase Rata-rata
2 |18 |01 [201 |01 |Perencanaan Perangkat Capalan Kinerja Indikator Perencanaan Perangkat B q, 994 Riattang 100 Persen | 2 Dokumnen | 100 Persen 1,917,250 Capaian Kinerja Indikator 100 Persen 2,108,975
: dan Evaluasi Kinerja Dana )
Daerah Program Tekhnis Daerah Daerah Barat, . Program Tekhnis Daerah
Perangkat Daerah Tepat Macanan Alokasi
Waktu g Umum
2 |18 |01 |2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah 3,920,389,000 4,312,427,900
Kab. Bone, ?ranaf 2
PakaalhaR Gl d Presentase Rata-rata Jumlah Orang yang Presentase Penyusunan Tanete Uans E Presentase Rata-rata
2 (18 o1 |2.02 |01 T nye “nAs:jl n Capalan Kinerja Indikator Menerima Gaji dan Dokumen Laporan Riattang 100 persen | 34 Orang/BuyatO0 Persen 3,920,389,000 Dmum- Capaian Kinerja Indikator 100 persen 4,312,427 900
unjangan Program Tekhnis Daerah Tunjangan ASN Keuangan Tepat waktu Barat, Alaorlc;si Pragram Tekhnis Daerah
Macaha
REANANY. Umum
2 (18 |01 |2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah 37,225,000 40,947,500
Cokupan realisasi Kab. Bone, ?Maf
Pengadaan Pakaian Dinas | Presentase Rata-rata Jumlah Paket Pakaian Dinas :Iakz:nnr:n ';a:ke o Tanete Urar:r:r Presentase Rata-rata
2 (18 |01 205 |02 |beserta Atribut Capaian Kinerja Indikator Beserta Atribut P " < g . Riattang 100 Persen | 10 Paket 100 Persen 14,000,000 4 Capaian Kinerja Indikator 100 Persen 15,400,000
g administrasi kepegawaian Dana p
Kelengkapannya Pragram Tekhnis Daerah Kelengkapan Barat, . Program Tekhnis Daerah
daerah Alokasi
Macanang
Umum
Jumlah Pegawai Cakupan realisasi kat. Bans, ?r:?\:fer
Pendidikan dan Pelatihan | Presentase Rata-rata Bi‘:d:sarkg Tugas dan Iakzan sub kegiatan Tanete Um Presentase Rata-rata
2 |18 {01 1205 |09 |Pegawai Berdasarkan Capaian Kinerja Indikator anrkan. ug o Resaroanman g Riattang 100 Persen | 1 Orang 100 Persen 22,125,000 il Capaian Kinerja Indikator 100 Persen 24,337,500
Tugas dan Fungsi Program Tekhnis Daerah Fungsi yang mangikuti sdmiristras kapagawaian Barat, Pana Program Tekhnis Daerah
Pendidikan dan Pelatihan daerah Alokasi
Macanang
Umum
Dana
Jumlah Orang yang oy lisasi Kab. Bone, Transfe
Bimbingan Teknis Presentase Rata-rata Mengikuti Bimbingaan :Iakz:: e '!“bs'k indart Tanete Umumr Presentase Rata-rata
2 |18 |01 |205 [11 |Implementasi Peraturan Capaian Kinerja Indikator Teknis Implementasi Rk aar'w H egla}a Riattang 100 Persen | 1 Orang 100 Persen 1,100,000 = Capaian Kinerja Indikator 100 Persen 1,210,000
i administrasi kepegawalan Dana .
Perundang-Undangan Program Tekhnis Daerah Peraturan Perundang- Barat, 4 Program Tekhnis Daerah
daerah Alokasi
Undangan Macanang
Umurm
2 |18 |01 [2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah 696,688,560 764,357,416
Kab. Bone, ‘Il?r::jﬁer
Penvediaan Feralatan d Presentase Rata-rata Jumlah Paket Peralatan dan P i h Tanete i P R
2 |18 {01 |206 |02 Pe:y: |:an e'r(a atan an Capaian Kinerja Indikator Perlengkapan Kantor yang a;er:?:ist:: ?::Tu:nmr Riattang 100 Persen | 3 Paket 100 Persen 68,774,400 D::':: Capaian Kinerja Indikator 100 Persen 75,651,840
i aiatlaisd Program Tekhnis Daerah Disediakan R il Barat, Alokasi Program Tekhnis Daerah
Macanang e
Umum
Kab. Bone, ‘I:anaf
panyadiaan Peralat Presentase Rata-rata Jumlah Paket Peralatan Presantase nemanuh Tanete Urans eAr Presentase Rata-rata
2 |8 Jor 206 [oz [;RnVehasn Faralatan Capaian Kinerja Indikator | Rumah Tangga yang i Riattang 100 Persen | 12 Paket | 100 Persen 5,034,680 ™ Capaian Kinefja Indikator | 100 Persen 5,538,148
Rumah Tangga . o administrasi umum kantor Dana .
Program Tekhnis Daerah Disediakan Barat, Alokasi Program Tekhnis Daerah
Macanang ke
Umum




Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone

Tahun 2023
Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
K . Lokasi } Catatan rgst Cap i Rebutulien Dasiay
ode Program/ Kegiatan/ Sub Keluaran Pagu Indikatif Sumber Penti
Kegiatan Capalan Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Output Hasil (Rp.) D enting Pagu Indikatif
Keglatan Program Sub Keglatan p. Tolok Ukur Target (Rp)
Kegiatan
Kab. Bone, ari
Presentase Rata-rata Tanete Transfer Presentase Rata-rata
2 |18 [01 |206 |oa |Pervediaan Bahan Logistk | 1 Kinerja Indikator | 2imiah Paket Bahan Logistik | Presentase pemenuhan oo o 100 Persen | 2 Paket 100 Persen 233,749,480| UmU™ Capaian Kinerja Indikator | 100 Persen 257,124,428|
Kantor : Kantor yang Disediakan administrasi umum kantor Dana :
Pragram Tekhnis Daerah Barat, ekl Program Tekhnis Daerah
Macanang okasi
Umum
Dana
" Kab. Bone,
Penvedi B Presentase Rata-rata JBuml:h ? i:e: Fer;yedlaan Presentas h Tanete 'Lransfer Presentase Rata-rata
2 |18 [01 206 |05 [ =Mvediaan Barang Capaian Kinerja Indikator | - on'd Cetakan dan alase pamenuhan Riattang 100 Persen | 12 Paket | 100 Persen 27,965,000 2™ Capaian Kinerja Indikator | 100 Persen 30,761,500
Cetakan dan Penggandaan s Penggandaan yang administrasi umum kantor Dana i
Program Tekhnis Daerah e Barat, X Program Tekhnis Daerah
Disediakan Alokasi
Macanang
Umum
Jumlah Dokumen Bah Hah o Tt
Penyediaar Bahan Bacaan | Presentase Rata-rata Esr:a:n d:ntll’m:rt‘uranan Presantass nemenuha Tanete U Presentase Rata-rata
2 {18 |01 [206 |06 |dan Peraturan Perundang- | Capaian Kinerja Indikator i ard Sallalialall Riattang 100 Persen | 13 Dokumen 100 Persen 39,840,000 Capaian Kinerja Indikator | 100 Persen 43,824,000
. Perundang-Undangan administrasi umum kantor Dana N
undangan Program Tekhnis Daerah e Barat, : Pragram Tekhnis Daerah
yang Disediakan M Alokasi
acanang
Umum
Jumlah Laporan K80 Ao g-:::f r
Penyelenggaraan Rapat Presentase Rata-rata Exnvalan P st IR Tanete Umur:- Presentase Rata-rata
2 18 |61 |2.06 |09 |Koordinasi dan Konsultasi | Capaian Kinerja Indikator Y g g.garaa P . Bnave. b Riattang 100 Persen | 176 Laporan| 100 Persen 301,325,000 Capaian Kinerja Indikator 100 Persen 331,457,500
. Koordinasi dan Konsultasi | administrasi umum kantor Dana . |
SKPD Program Tekhnis Daerah Barat, . Program Tekhnis Daerah |
SKPD Alokasi |
Macanang
Umum
Dana
Duk Pelak Jumlah Dokumen Kab. Bone, Tk
S'ut “”9:"m.:ri3t;;""a“ it e Elantat; Presentase pemenuhan Thodta U:\:m Ioserrase Ratw s
3 i |68 (aog g |2 R emsnTatan Capaian Kinerja Indikator | Sistem Pemerintahan NareRel Riattang 100 Persen | 1 Dokumen | 100 Persen 20,000,000 Capaian Kinerja Indikator | 100 Persen 20,000,000
Berbasis Elektronik pada 3 p | administrasi umum kantor Dana i
Program Tekhnis Daerah Berbasis Elektronik pada Barat, ; Program Tekhnis Daerah
SKPD Alokasi
SKPD Macanang
Umum
2 (18 |01 |2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 54,417,290 59,859,019
Dana
Kab.
Presentase Pemenuhan ohiBone; Transfer
Presentase Rata-rata Jiietah Pakat:MEbil Kebutuhar Baraig Milik Tanete Uit Presentase Rata-rata
2 |18 |01 |207 |05 |Pengadaan Mebel Capalan Kinerja Indikator | 4Te "eketMebelyang | kebutuhan Sarang Riattang 100 Persen | 1 Unit 60 Persen 8,692,000( -V Capaian Kinerja Indikator | 100 Persen 9,561,200
. Disediakan Daerah Penunjang Urusan Dana :
Program Tekhnis Daerah i Barat, ; Program Tekhnis Daerah
Pemerintah Daerah Alokasi
Macanang
Umum
Presentase Pemenuh Sab. Bone Ermaf
P i it Presentase Rata-rata Jumlah Unit Peralatan dan K::et :;e B :N:\nuMailvk Tanete Uans e_r Presentase Rata-rata
2 |18 |01 |207 o [Pengadacn Perdlatandan | pqian Kinerja Indikator | Mesin Lainnya yang LHINAR Sarang VA Riattang 100 Persen | 5 Unit 60 Persen 45,725,290 U™ Capaian Kinerja Indikator | 100 Persen 50,297,819
Mesin Lainnya 3 o Daerah Penunjang Urusan Dana ¢
Program Tekhnis Daerah Disediakan i Barat, : Program Tekhnis Daerah
Pemerintah Daerah Alokasi
Macanang
Umum
2 |18 |01 (2,08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 648,043,200 698,363,520
Jumlah Laporan Kab. Bane, Dana
: ; Presentase Pemenuhan Transfer
Penyediaan Jasa Presentase Rata-rata Penyediaan Jasa T —— Tanete U - Presentase Rata-rata
2 (18 |01 |2.08 |02 |Komunikasi, Sumber Daya | Capaian Kinerja Indikator Komunikasi, Sumber Daya FAUIEA AR R, Riattang 100 Persen | 12 Laporan | 100 Persen 144,840,000 mum Capaian Kinerja Indikator 100 Persen 144,840,000
" st } » . Urusan Pemerintahan Dana 7
Air dan Listrik Program Tekhnis Daerah Air dan Listrik yang Barat, : Pragram Tekhnis Daerah
R Daerah Alokasi
Disediakan Macanang U
mum




Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
Kabupaten Bone

Tahun 2023
Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinel
Kod. P Kegia Sub Lokasi } Catatan o o < Kebutuhan Dana/
ode rogram/ Kegiatan/ Sul Keluaran Pagu Indikatif Sumber Penti
Keglatan Capalan Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Qutput Hasil ®p) D nting Pagu Indikatif
Kegiatan Program Sub Keglatan P Tolok Ulkur Target (Rp)
Kegiatan
Dana
Kab. Bone,
Jumlah Laporan Presentase Pemenuhan e Transfer
Penyedi )i Pel Pregantans Rate:-rala Penyediaan J Pel Kebutuhan Jasa Penunjan Thrwte V] Presentase Rata-rata
2 |18 |01 208 [p4 [Tenyeeiaan fasa PEAYANSN| ¢ saian Kinerja Indikator | oY Co aan Jasa Felayanan 58 FeNUNANG | Riattang 100 Persen | 3 Laporan | 100 Persen 503,203,200] 4™ Capaian Kinerja Indikator | 100 Persen 553,523,520
Umum Kantor 4 Umum kantor yang Urusan Pemerintahan Dana i
Pragram Tekhnis Daerah . Barat, . Program Tekhnis Daerah
Disediakan Daerah Alokasi
Macanang
Umum
2 |18 |01 |2.09 Pemeliharaan Barang Millk Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah 175,606,900 182,722,940
Penyediaan Jasa Jumlah Kendaraan Dana
2 b d i Kab. Bane,
Pemeliharaan, Biaya Perorangan dinas Presentase Barang Milik Transfer
Pemeliharaan, dan Pajak Preserase Rateirots Operasional Dinas at; Daersh Penunjang Urusan | 2o Umum. Presentase Rata-rata
2 | Jo1 200 |or [TEmen - can Fajak | oo paian Kinerja Indikator e ras s lriAs Akl bl o ol Riattang 100 Persen | 11 Unit 100 Persen 87,487,900| - UM Capaian Kinerja Indikator | 100 Persen 96,236,690
Kendaraan Perarangan 2 Kendaraan Dinas Jabatan Pemerintahan Daerah Dana : |
" Program Tekhnis Daerah g o Barat, ) Program Tekhnis Daerah
Dinas atau Kendaraan yang dipelihara dan Dalam Kondisi Baik i Alokasi
Dinas Jabatan dibayarkan Pajaknya 9 Umum
Presentase Barang Milik | >>- Bone: ?Bmf v
pemelih Seiata Presentase Rata-rata Jumlah laporan Dr::: h.: afang U v Tanete Urms " Presentase Rata-rata
2 |18 |01 209 |06 diskdaie L Capalan Kinerja Indikator pemeliharaan peralatan an ennang - uaan Riattang 100 Persen | 64 Laporan | 100 Persen 33,540,000 M Capaian Kinerja Indikator 100 Persen 36,894,000
dan Mesin Lainnya . £ Pemerintahan Daerah Dana t
Program Tekhnis Daerah dan mesin lainnya S Barat, i Program Tekhnis Daerah
Dalam Kondisi Baik Alokasi
Macanang
Umum
Presentase B Milik Kab. one, 'Il?amf
Pemeliharaan/Rehabilitasi | Presentase Rata-rata Jumlah Gedung Kantor dan B aarih Pse uafang U W N Tanete U:r:r:r Presentase Rata-rata
2 |18 |01 |2.09 |09 |Gedung Kantor dan Capaian Kinerja Indikator Bangunan Lainnya yang HERnUNANG Lrusa Riattang 100 Persen | 1 Unit 100 Persen 54,579,000 Capaian Kinerja Indikator 100 Persen 49,592,250
i H s i fi Pemerintahan Daerah Dana X
Bangunan Lainnya Program Tekhnis Daerah Dipelihara/Direhabilitasi L Barat, " Pragram Tekhnis Daerah
Dalam Kandisi Baik Alokasi
Macanang
Umum
2 |18 |o2 PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL 36,745,000 40,419,500
2 |18 (02 [2.01 Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi K gan Daerah Kab /Kota 17,262,500 18,988,750
= ]
Fanetapan Kebuaftan Jumlah Peraturan Daerah / " Kab. Bone, Dard
Daerah Mengenai g i Tt ; Presentase investor yang Transfer . .
Parnbaiisn Presentase Capaian Nilai Provinsi dalam Pemberian B AtaR Sarb krian Tanete Um Presentase Capaian Nilai
2 |18 o2 |201 [pr [PemDenan Realisasi Investasi Fasilitas/Insentif dan FICapatian pamosIAN i phtang 21Persen | 1 Dokumen | 100 Persen 17,262,500 - U™ Realisas! Investasi 21 Persen 16,988,750
Fasilitas/Insentif dan fasilitasi/insentif yang Dana
Penanaman Modal Kemudahan Penanaman pars Barat, . Penanaman Modal
Kemudahan Penanaman menjadi kewenangan Alokasi
Modal Macanang
Modal Umum
2 (18 o2 |2,02 Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota 19,482,500 21,430,750
Dana
Kab. Bone,
5 Jumlah Peraturan Daerah Presentase wilayah Shioma Transfer . - |
Penyusunan Rencana Presentase Capalan Nilai (Perda) R Ui Vibsaten Bt vak Tanete Unmum Presentase Capaian Nilai |
2 |18 {02 |202 |01 |Umum Penanaman Madal | Realisasi Investasi Mt b yang Riattang 21 Persen | 1 Dokumen | 100 Persen 13,607,500( ™™ Realisasi Investasi 21 Persen 14,968,250
Penanaman Modal Daerah | telah disusun ke dalam Dana
Daerah Kabupaten/Kota Penanaman Modal - . Barat, . Penanaman Modal
Kabupaten / Kota peta potensi investasi Alokasi
Macanang
Umum
Present, layah R Ma, '?r:nafer
Peryediaan Peta Potensi | Presentase Capaian Nilai Jumlah Peta Potensi K:bjna:: :ﬁ :y . Tanete Um’:m Presentase Capaian Nilai
2 (18 |02 |202 |02 |dan Peluang Usaha Realisasi Investasi Investasi dan Peluang p' ane g Riattang 21 Persen 1 Dokumen | 100 Persen 5,875,000 Realisasi Investasi 21 Persen 6,462,500
telah disusun ke dalam Dana
Kabupaten/Kota Penanaman Modal Usaha Kabupaten / Kota . . Barat, " Penanaman Modal
peta potensi investasi Alokasi
Macanang
Umum
2 |18 |03 PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL 312,539,000 343,792,900
2 |18 (03 [2.01 Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 312,539,000 343,792,900




Program dan Kegiatan Perangkat Daerah
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Tahun 2023
Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Capalan Kinerja Target Capaian Kinerja
Kode Pragram/ Kn!:hnl Sub ahat] % Kd» n ! Pagu Indikatif Sumber ki - = Kebutuhan Dana/
i Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Keglatan Output ara Hasil Penting Pagu Indikatif
Kegiatan Program Sub (Rp.) Dana Tolok Ukur Target
Kegiatan Keglatan (Rp.)
Keglatan
Jumlah Peraturan Daerah Kab. Bone, ?r:::fer
Penyusunan Strategi Presentase Peningkatan yang Mengatur Promosi Jumiah | " Tanete U Presentase Peningkatan
2 |18 |03 |201 |01 |Promosi Penanaman Jumiah Insvestor Penanaman Modal SRS Riattang 20 Persen | 1 Dokumen | 200 Insvesto 26,139.000{ "™ Jurnlah Insvestor 20 Persen 26,752,900
Penanaman Modal Dana
Modal Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten / Barat, Alokssi Penanaman Modal
Kota Macanang akasl
Umum
Dana
Kab. Bone,
:el'k!aﬁ;:::r:gi“°" Presentase Peningkatan :(l:mil:;szl:u:e:i Raal ik iavagtor Semua .S;"::_r Presentase Peningkatan
2 |18 |03 |2.01 |02 oA il Jumlah Insvestor 9 bl S e Kecamatan, | 20 Persen | 4 Dokumen | 200 Insvesto 286,400,000 Jumlah Insvestor 20 Persen 315,040,000
Madal Daerah Penanaman Modal Penanaman Modal Dana
Penanaman Modal Semua A Penanaman Modal
Kabupaten/Kota Kabupaten / Kota Alokasi
Kelurahan
Umum
2 |18 |04 PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL 598,215,000 658,036,500
2 |18 |04 |2.01 Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Ki gan Daerah Kabupaten/ Kota 598,215,000 658,036,500
; Jumlah Pelaku Usaha yang PENDAPATA
P
::rn f:t:n::ﬁzierl\:br'\a;:: Mendapatkan Pelayanan Kab. Bone, ASLI DAERA
Nog arara Barbasle Presentase Ketepatan Terpadu Perizinan dan Non | Jumlah dokumen perizinan | Tanete 8000 Pelaku (PAD) Presentase Ketepatan
2 |18 |04 201 |D1 Sist:n Pl Parizings Waktu Penerbitan 1zin Perizinan Berbasis Sistem dan non perizinan yang Riattang 90 Persen Usaha 2500 Dokumgn 299,433,000( pDana Transf Waktu Penerbitan Izin 90 Persen 329,376,300
y> i sesuai SOP Pelayanan Perizinan diterbitkan Barat, Umum-Dan sesuai SOP
Berusaha Terintegrasi BarUtiie Teriib . Micari 2
Secara Elektronik e ST STANNG Alokasi |
Secara elektronik Umum |
Jumlah Kegiatan Usaha dan PENDAPATAL
Pelaku Usaha yang Kab. Bone, ASLI DAERANK
Pemantauan Pemenuhan .
Komitmen Perizinan dan | PTESeNtase Ketepatan Mendapat Pemantauan Jumlah dokumen perizinan | Tanete 4000 Kaginta (PAD) Presentase Ketepatan
2 |18 |04 201 |02 Non Perizinan Penanaman Waktu Penerbitan Izin Pemenuhan Komitmen dan non perizinan yang Riattang 90 Persen Usaha 98%% 500 Dokumen 213,862,000| Dana Transfer Waktu Penerbitan |zin 90 Persen 235,248,200
Modal sesuai SOP Perizinan Berusaha dan diterbitkan Barat, Umum-Dana sesual SOP
Non Perizinan Penanaman Macanang Alokasi
Modal Umum |
Penyediaan Layanan Jumlah Qrang yang PENDAPATA
Konsultasi dan Memperoleh Layanan Kab. Bone, ASLI DAERA
Pengelolaan Pengaduan | Presentase Ketepatan Konsultasi dan Terkelolanya | Jumlah dokumen perizinan | Tanete (PAD) Presentase Ketepatan
2 |18 |04 (201 |03 |[Masyarakat Terhadap Waktu Penerbitan Izin Pengaduan Masyarakat dan non perizinan yang Riattang 90 Persen 20 Orang 2500 Dokumen 84,920,000| pana Transfer Waktu Penerbitan |zin 90 Persen 93,412,000
Pelayanan Terpadu sesuai SOP Terhadap Pelayanan diterbitkan Barat, Umum-Dana sesuai SOP [
Perizinan dan Non Terpadu Perizinan dan Non Macanang Alokasi |
Perizinan Perizinan Umum |
2 |18 |05 PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL 355,456,300 391,001,930
2 (18 |05 |2.01 Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota 355,456,300 391,001,930
Jumlah Kegiatan Usaha dari Dinw
o Kab. Bone, Transfer
Koordinasi dan Presentase Perusahaan Pelaku Usaha yang Tanats Khusus Presentase Perusahaan
Sinkronisasi Pemantauan | yang Taat terhadap Melakukan koordinasi dan | Presentase perusahaan 3 70 Kegiatan ) yang Taat terhadap
Z 1605 [201;]09 Pelaksanaan Penanaman | Ketentuan Penanaman Sinkronisasi Pemantauan yang menyampaikan LKPM fiiang 85 Persan Usaha B2 Put3o AHI0S0001 Da - Ketentuan Penanaman b2 Farsen 65,595.50(.}:
Barat, Alokasi |
Modal Modal Pelaksanaan Penanaman Madal |
Macanang Khusus |
Modal s
Non Fisik
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Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Sub Unit Organisasi : 2.18.0.00.0.00.01.0000 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Indikator Kinerja Rencana Tahun 2023 Prakiraan Maju Rencana Tahun 2024
Urusan/ Bidang Urusan/ Target Capaian Kinerja Target Capaian Kinerja
Lokasi Catatan Kebutuhan Dana/
Kode Program/ Keglatan/ Sub Pa ikatif Sumb
Y ml?t‘n Capaian Program Keluaran Sub Kegiatan Hasil Kegiatan Output Keluaran Hasil guﬂl‘nd) II;': - Penting Pagu Indikatif
Kegiatan Program Sub Keglatan p. na Tolok Ukur Target (Rp.)
Kegiatan
Dana
Koordinasi dan Presentase Perusahaan Jumlah Pelaku Usaha yang :::e.:nne, 1:::;? Presentase Perusahaan
kronisasi Pembi Taat terh Mendapatkan Pembi Present h i 100 Pelak B T
> 118 los 201 [0z Sinkronisasi Pembinaan yang Taat terhadap endapatkan Pembinaan sentase perusfs aan Riattang 65 Parsen elaku 85 Persen 220,017.300| Dana yang Taat terhadap 65 Peisen 242019,030
Pelaksanaan Penanaman | Ketentuan Penanaman Pelaksanaan Penanaman yang menyampaikan LKPM usaha : Ketentuan Penanaman
Barat, Alokasi
Modal Madal Modal Modal
Macanang Khusus
Non Fisik
Dana
Koordinasi dan Presentase Perusahaan Jumlah Kegiatan Usaha dari ]If::e.::me, Ir::::esr Presentase Perusahaan
Sinkronisasi Pengawasan | yang Taat terhadap Pelaku Usaha yang Presentase perusahaan : 20 Kegiatan : yang Taat terhadap
Lo o Pelaksanaan Penanaman | Ketentuan Penanaman Melakukan Koordinasi dan | yang menyampaikan LKPM Riattang B5iRerssn Usaha sl 75534000} Dans E Ketentuan Penanaman 65; Rersan 83,087,400
i = Barat, Alokasi
Modal Madal Sinkronisasi Pengawasan Modal
Macanang Khusus
Non Fisik
2 |18 |06 PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN S|STEM INFORMAS|I PENANAMAN MODAL 18,150,000 19,965,000
2 (18 |06 |2.01 Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota 18,150,000 19,965,000
Pengolahan, Penyajian dan J""_‘I?h Data dan Informasi
Perizinan dan Non g : i Dana
Pemanfaatan Data dan o L Jumilah sistem informasi Kab. Bane,
e T : Perizinan Berbasis Sistem g Transfer .
Informasi Perizinan dan Presentase Ketersediaan Palkiann Parlzl lembaga lainnya yang Tanete U Presentase Ketersediaan
2 [18 |06 |2.01 |01 |Non Perizinan Berbasis Dokumen Database |klim bE 2y T‘a T E_'tman : terintegrasi dengan sistem | Riattang 90 Persen | 1 Dokumen | 1 Sistem 18,150,000 Dmum- Dokumen Database Iklim 90 Persen 19,965,000
Sistem Pelayanan Perizinan | Investasi SPNAANE BN TRgios informasi perizinan Barat, ana Investasi
. ) Secara elektronik yang Alokasi
Berusaha Terintegrasi 7 g berusaha Macanang
) Diolah, Dikaji dan Umum
Secara Elektronik .
Dimanfaatkan
TOTAL 6,855,392,500 7.514,003,100




